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ABSTRAK

Nama/Nim : Rajul Fuadi/200101085
Fakultas/Prodi . Syari’ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi :  Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak (Studi Kasus di

Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan
Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbal1)
Tanggal Munagasyah : 26 Januari 2026 M / 7 Sya’ban 1447 H

Tebal Skripsi 60 Halaman

Pembimbing | :  SaifuddinSa’dan; S.Ag, M.Ag
Pembimbing Il :Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI
Kata Kunci . Hukum, Bapak, Mahar, Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengambilan mahar oleh ayah
terhadap anak perempuannya di dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, yang
secara sosial dianggap wajar karena kehiasaan dalam masyarakat, namun begitu
menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum. Di dalam hukum Islam, ada pandangan
di dalam mazhab Hanbali bahwa scorang ayah boleh mengambil mahar anaknya.
Atas dasar itu, penelitian ini meneliti bagaimana hukum pengambilan mahar oleh
ayah menurut Mazhab Hanbalt serta bagaimana relevansinya dengan persepsi dan
praktik masyarakat lokal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan case
approach dengan jenis penelitian hukum.empiris, di mana data diperoleh melalui
wawancara dengan tokeh masyarakat; pasangan suami istri, dan pemuka agama
di Gampong Paloh Tinggi.-Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali
membolehkan ayah mengambil maharanak, bahkan tanpa persetujuan, sedangkan
masyarakat Gampong Paloh Tinggi juga memandang mahar sebagai hak
perempuanyang dapat digunakan ayah atau orang tua untuk keperluan biaya pesta
perkawinan, biaya 7 bulanan, dan-dalam:beberapa kasus diambil/digunakan untuk
membayar hutang orang tua:~Dengan-demikian, terdapat relevansi di dalam
praktik, namun berbeda di dalam konstruksi otoritas dan mekanisme pengambilan
mahar, di mana dalam mazhab Hanbali, ayah memiliki otoritas mengambil mahar
anak perempuannya dan dapat membuat syarat mengambil sebagian atau seluruh
mahar tanpa persetujuan anak, adapun dalam praktik dan pemahaman masyarakat
Gampong Paloh Tinggi, mahar tetap menjadi hak milik anak perempuan, dan ayah
atau orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam mengambil/menggunakan
mahar kecuali sudah ada sebuah kesepakatan dan musyawarah dengan mempelai
perempuan. Sebagai rekomendasi, diperlukan edukasi fikih yang kontekstual agar
praktik sosial tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak mahar
perempuan dalam syariat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:.0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

f Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
d Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
s Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
3 Ra R Er
3 Za Z Zet
o Sa S Es
& Sya SY Es dan Ya
> Sa S Es (dengan titik di bawah)
>~ Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za zZ Zet (dengan titik di bawah)
4 ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
& Fa F Ef
é Qa Q Qi
3 Ka K Ka
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J La L El
¢ Ma M Em
o Na N En
3 Wa W We
2 Ha H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
T Ya Y Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No..458/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (¢) yang terletak-pada awal kata.mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (’):

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf LLatin Nama
Fathah A A
Kasrah | I
Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Q Fathah dan ya Ai Adanl
:/‘ Fathah dan wau lu Adan U




Contoh:
Kaifa LGS
Haula Jyﬁ
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

et Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

- Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas

> Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

Mata ool
Rama : T2
QOila : s
Yamitu . <5

4. Ta Marbiiah

Transliterasi untuk fa marbiigah ada‘dua bentuk, yaitu: ta marbiitah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marburah-yang mati-ataupun-mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbitah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marburah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

raudah al-agfal : JUbS ;%)
al-madinah al-fadilah : Mr sl
al-hikmah : "

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan satu tanda tasydid (<) dalam transliterasi ini dilambangkan

X



dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

rabbana Y
najjaina -
al-haqq M
al-hajj L
nu’ima : y,u
aduwwun Do

Jika huruf ¢ memiliki zasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) : &
‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) ey

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedomantransliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika 1a diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut.tidaklah mengikuti bunyi huruf.langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).-Contehnya:

al-syamsu 1 (bukan asy-syamsu) : ]
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : O
al-falsafah P aedy
al-bilddu ST

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

b - - / 2:
ta ' muruna T Ot

Xi



al-nau’ : o5
syai’'un : n;w
umirtu ; _,,,\
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi‘bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis,/khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dariSatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Centoh:

Fi zilal al-Qur’an ; SIHINPERE
Al-Sunnah gabl al-tadwin : ool 18 Al
Al-‘ibarat fi ‘umum al-\afz 1@ bi khusis al- oz Y Bl pgas (3 o)Ll
sabab ' el

9. Lafz al-Jalalah ()
Kata “Allah” yang didahului’ partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:
dinullah @ & .

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi rahmatillah A w) & (,A

10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah
Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital“(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul'referensi yang didahului.oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam'teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila filh al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Xiii



DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat keputusan penunjukan pembimbing

2. Daftar Riwayat Penulis

AR-RANIRY

Xiv



DAFTAR ISl

Halaman

LEMBARAN JUDUL ....ooviiii st i
PENGESAHAN PEMBIMBING ........cocoiiiiiieiieeee e ii
PENGESAHAN SIDANG. ...ttt i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ... 0\
ABSTRAK ... e Y
KATA PENGANTAR ...t atifeie it i et Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.......cooiiiiiieie e viii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt et st e eeee e siessennens Xiv
Y A o ] I SR XV
BAB SATU PENDAHULUAN......cooiiiiieit it 1
A. Latar Belakang Masalah .............cccooviiiiiiiiini 1

B. Rumusan Masalah............ccce it e 6

C. Tujuan Peneliianl. . B 4. A N B N e 6

D. Kajian KepustaKaan .............c..eeveveereeieesiesieeieseesaese s 6
E.RenjglasanSlian. . R48. A\ 3. . 4. .M. ... f............ 8

F. Metode Penelitian ... o dindie bbb 9

1. Pendekatan Penelitian ..o e b feeeie e sieesneant e 10

2. JeniS\Peneliti@N oo, ...l it 10

3. SumbecDatapmiiim...... Ad.... 4 e 10

4. Teknik Pengumpulan Data..........cccceeeeiieiiiiininincinenenn, 11

5. Objektivitas dan Validitas Data.........cccceee e ecvevennnnne. 12

6. Teknik AnaliSis Data ce.....cccceieiiiineerierieie i, 12

7. Pedoman Penulisan ... . et 12

G. Sistematika PembahaSan =:......ccciiienieieiie e 13

BAB DUA "KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG MAHAR DALAM

RERSPEKTIF HUKUM ISLAM .......cccciriiiniiiiisesceenen 14

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.............cc.cccocvervinenne. 14

B. Besaran Mahar dan Bentuk-bentuknya..................ccccueenien. 22

C. Syarat-Syarat Mahar dan Pihak yang Berhak Menentukan

IMANAT ... 25

D. Pendapat Ulama tentang Hak Ayah terhadap Mahar.......... 26

E. Konsep Kewajiban Orang Tua dalam Mazhab Hanbali.....28

BAB TIGA ANALISIS RELEVANSI HUKUM AYAH MENGAMBIL
MAHAR DI GAMPONG PALOH TINGGI PERSPEKTIF

ULAMA MAZHAB HANBALI ...........cccccooeviiiceeee, 35

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian ............c.ccocoovriinnnnne 35

B. Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak Perempuannya
Ditinjau dari Perspektif Mazhab Hanbali...............c.o.... 37

XV



C. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Tinggi

mengenai Bapak Mengambil Mahar Anaknya.................... 46

D. Relevansi Pendapat Ulama Mazhab Hanbali terhadap Kasus

Yang Ada Di Gampong Paloh Tinggi .......cccceeevvvviverveennee. 51

BAB EMPAT PENUTUP .....coooiiiieeeceeese e 58
AL KESIMPUIAN ... 58

B. SAraN ....ooiiiii 59

DAFTAR PUSTAKA ..ottt 60
LAMPIRAN ...t sttt ettt n s 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... oot 70

----------------

AR-RANIRY

XVi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif hukum perkawinan di dalam Islam menghendaki adanya mahar
yang wajib dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan selaku istrinya,
dan oleh ulama memandang mahar iniharus ada pada saat akad nikah dilakukan,
baik tunai maupun di dalam-bentuk utang, baik mahar musamma maupun mahar
mitsil,! sebab mahar adalah syarat sahnya sebuah pernikahan.? Mahar merupakan
pemberian dari«calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik di dalam
bentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, atau
pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati
calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon
suaminya.®

Pentingnya mahar perkawinan.dalam Islam telah diakui dan ditetapkan di
dalam Alquran dan hadis, bahkan ulama berijma’tentang kewajiban mahar. Pada
konteks ini, kewajiban maharbukan hanya sebagai pemberian yang menjadi tanda
ketulusan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya, tetapi juga
sebagai wujud dari keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam melaksanakan
beban dan tanggung jawab yang diwajibkan olehketentuan agama. Kewajiban di
sini berlaku sebagai awal dari-bukti keseriusan seorang laki-laki yang benar-benar

mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada seorang perempuan yang

!Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 286-287. Mahar musamma
adalah mahar yang disebutkan secara jelas jumlah dan kriterianya pada saat akad nikah
dilangsungkan. Adapun mahar mitsil adalah mahar yang patut, layak dan sepadan dengan mahar
yang diterima oleh perempuan lainnya di daerahnya, tetapi tidak disebutkan jumlah maharnya
tidak disebutkan pada saat akad nikah dilangsungkan.

2Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 47-48.

$Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Edisi Pertama, Cet. 7 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2018), him. 61.



menjadi istrinya, di samping kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul sebagai
akibat dari diselenggarakannya akad perkawinan.

Ketentuan kewajiban mahar telah diakui dalam Alquran, yaitu dalam QS.
Al-Nisa’ [4] ayat 4:

P I 27

A Ln oglSS Lk e ¢ 8 s oS b 06 ald g sl Il
Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebdgai pemberian yang
penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
(mahar) itu dengan senang.hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan
senang hati.

A R 2w oL e s

Maksud ayat tersebut adalah mengenai kewajibandaki-laki yang menikahi
perempuan untuk memberikan mahar terhadapnya, dan ini merupakan konsensus
(ijma’) ulama yang tidak searang pun berbeda pendapat. Ayat ini tertuju kepada
para wali. Dahulu seorang wali mengambil semua mahar yang diberi suami pada
istrinya tanpa memberi sedikit pun kepada istri tersebut, kemudian turunlah ayat
ini. Mereka dilarang mengambil mahar yang diberikan pada anak perempuannya
dan memerintahkan mereka mengembalikan harta tersebut.*

Perspektif ulama mengenai kewajiban maharini berlaku kepada laki-laki,
baik dalam jumlah yang besar maupun kecil<Para ulama juga memandang bahwa
mahar merupakan hak penuh seorang istri, sehingga ia dapat mempergunakannya
untuk dirinya. Terkait dengan penggunaan mahar atau tasarruf fi al-mahr oleh si
istri, ulama telah'menyepakatinya bahwaseorang wanita yang sudah menikah dan
rasyidah (normal 'dan pandai) boleh mempergunakan (tasarruf) mahar tersebut di
dalam memenuhi semua kebutuhannya. Mahar tersebut boleh digunakan terhadap
apa saja yang dia kehendaki baik itu menjualnya, menghibahkannya atau tindakan
lainnya, karena mahar merupakan hak miliknya, dan penggunaan mahar tersebut

sama seperti penggunaan hak-hak miliknya yang lain.

4AbT Bakr Al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam AIl-Qur’an (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Timiyyah,
2006), him. 59-60.

SWahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), him. 284.



Ulama berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya seorang wali ataupun
khususnya seorang bapak mengambil mahar dan menggunakan mahar itu untuk
keperluannya dan keperluan lainnya. Ulama mazhab berbeda pandangan tentang
masalah ini dalam dua pandangan umum:

1. Ulama yang melarang sama sekali seorang bapak mengambil sedikit atau
banyak dari mahar anaknya. Pendapat ini dipegang oleh ulama kalangan
mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i. Mereka memandang bahwa hak atas
mahar ini adalah_hak penuh seorang istri. Baik suami maupun wali tidak
memiliki hak sedikit pun atas mahar tersebut. Khusus bagi suami, suami
boleh mengambil maharnya apabila diberikan dan atas.dasar persetujuan
seorang istri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, di
mana sekiranya mahar anak perempuannya telah ditetapkan dengan syarat
seorang bapak juga mendapatkannya, maka maharnya rusak.®

2. Ulama yang memperbolehkan mengambil mahar anak perempuannya baik
sebagian atau seluruh'maharnyas Pendapat ini diambil oleh ulama mazhab
Hanbali. Secara umum, harta yang dimiliki oleh seorang anak adalah ada
hak erang tuanya, demikian juga menyangkut mahar, maka seorang bapak
mempunyai hak atas mahar tersebut.-Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh
Sa’id ‘Abd Al-*Azim bahwa seorang bapak boleh memiliki harta anaknya.
Jika seorang bapak boleh memiliki harta anaknya, maka boleh juga bagi
bapak memiliki-mahar-anaknya semua-atau-sebagiannya.’

Berdasarkan dua pandangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama berbeda
pendapat terkait boleh tidaknya seorang bapak mengambil mahar anaknya. Di sini
memang terdapat dua ayat Alquran yang menjadi dasar antara yang menyatakan
tidak boleh dengan yang menyatakan boleh. Misalnya, pada QS. Al-Nisa’ ayat 4

sebelumnya menjadi dasar bahwa mahar adalah hak penuh seorang perempuan,

®Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 252-253.
’Sa’id ‘Abd Al-*Azim, Akhta’ Sya’i’ah fi AI-Buyii’ wa Hukm Ba’du Al-Mu’amalat, (Terj:
Iman Firdaus), Cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him. 130-133.



tidak seorang pun yang berhak mengambil mahar tersebut, termasuk suami yang
mengambil kembali mahar. Adapun ayat lainnya terutama dalam QS. Al-Qasas
ayat 27 yang menceritakan tentang adanya seorang ayah yang menikahkan anak
perempuannya dengan seorang laki-laki syarat maharnya ialah bekerja dengannya
selama 8 tahun.® Jadi, perbedaan pendapat tersebut terletak pada perbedaan dalam
memahami dan menggunakan dalil.

Menurut mazhab Hanbali, seerang.bapak memiliki hak terhadap anaknya
dan terhadap hartanya, termasuk berhak pula terhadap maharnya. Hal ini seperti
disinggung oleh Ibn Qudamah, salah satu ulama mazhab Hanbali, bahwa seorang
bapak boleh méngambil mahar anaknya.® Ibn Qudamah mengemukakan sebagai
berikut'
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(Masalah): Dikatakan: “Seklranya seorang felaki menlkahl seorang wanita
dengan mahar seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka itu boleh.
Jikadia menceraikannya sebelum du/hil (jima "), maka ia kembali kepada
wanita itu dengan setengah dari dua'ribu itu, serta tidak ada kewajiban atas
ayah dari apa yang telah dia ambil. Mayoritas ulama membolehkan ayah
perempuan mengambil sesuatu dari, mahar putrinya untuk keperluan dari
dirinya sendiri.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh lbn Yanus Al-Buhiti, yang
juga berasal dari mazhab Hanbali, bahwa seorang bapak boleh mengambil mahar
anaknya, dan bila bapak mensyaratkan supaya sebagian dari mahar anak ataupun

seluruhnya diberikan kepadanya, maka hal tersebut sah dan akad nikah juga sah.*

8Mahmiid Al-Misri, Al-Zawaj Al-Islami Al-Sa’id, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi
Press, 2010), him. 106.

Ibn Qudamah, Al-Mughni Syarh Al-Kabir, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2009), him. 756.

°Qudamah, Al-Mughni..., him. 25.

Ubn Yitinus Al-Buhiiti Al-Hanbali, Kasyyaf AI-Qina’ 'An Matan Al-Igna’ (Beirut: Dar
Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 151-152.



Namun yang terjadi di lapangan terkadang seorang wali, terutama ayah
menggunakan mahar yang diperoleh dari anak perempuannya, baik sebagian
maupun semuanya, yang dipergunakan untuk keperluan pesta perkawinan. Hal ini
dapat dipahami dari beberapa wilayah di Provinsi Aceh, khususnya di Gampong
Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Mahar yang diberikan
oleh mempelai laki-laki digunakan oleh orang tua, terutama ayah untuk keperluan
pesta, dan ada juga untuk keperluan lain yang memang khusus menjadi hak ayah.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ir, selaku masyarakat.yang mengemukakan bahwa
ayah memiliki hak untuk mengambil mahar anak perempuannya.*? Demikian juga
dalam keterangan Bs, ia menikahkan anaknya dan juga'mengambil sebagian dari
mahar anakuntuk keperluan pesta.*®

Menurut M. Yakub dan Nurjaini, bahwa sebagian orang tua yang anaknya
menikah di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie,
masih ditemukan adanya praktik pengambilan mahar untuk keperluan pesta, atau
untuk melunasi hutang pada saat acarapesta perkawinan. Pengambilan mahar ini
ada yang didasarkan persetujuan mempeiai perempuan (anaknya) maupun tanpa
persetujuan<Kasus yang sering- muncul di Gampong Paloh Tinggi adalah seorang
ayah mengambil sebagian maharitu untuk membuat pesta. Ada juga kasus untuk
pembayaran hutang, yaitu ketika-resepsi_pernikahan di rumah mempelai wanita,
maka orang tua pihak perempuan yang kekurangan biaya akan berutang membuat
penyelenggaraan pesta tersebut; dan-hutang-itu-nantinyaakan dibayarkan dengan
menggunakan sebagian maharperempuan, bukan seluruhnya. Jumlah mahar yang
berlaku di gampong tersebut pada umumnya 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima

belas) mayam emas.'*

121y, “Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara
Timur, Pidie, Aceh,” 23 Agustus 2024.

13Bs, “Hasil Wawancara dengan Orang Tua Mempelai Perempuan, di Gampong Paloh
Tinggi Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Aceh,” 23 Agustus 2024.

14M. Yakub dan Nurjaini, Wawancara dengan Warga Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan
Mutiara Timur, Pidie, Aceh, 6 Februari 2025.



Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat perbedaan ulama dalam

menentukan boleh tidaknya seorang bapak mengambil mahar anak perempuannya

baik disyaratkan sebelumnya ataupun tidak. Untuk itu, masalah ini menarik untuk

dikaji dan dianalisis lebih jauh, baik mengenai alasan-alasan argumentatif ulama

mazhab, maupun terkait kasus yang ada di lapangan. Oleh sebab itu permasalahan

tersebut dikaji dengan judul penelitian: Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak

(Studi Kasus di Gampong Paloh<Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan

Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana hukum bapak mengambil mahar anak perempuan ditinjau dari
perspektif mazhab Hanbali dalam konteks lokus Gampong Paloh Tinggi?
Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Gampong Paloh Tinggi mengenai
bapak mengambil mahar anaknya?

Bagaimanakah relevansi pendapat ulama mazhab Hanbalt terhadap kasus

yang ada di Gampong Paloh Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis hukum bapak ‘mengambil mahar anak perempuan ditinjau
perspektif mazhab Hanbali dalam konteks Gampong Paloh Tinggi.
Mengetahui dan menganalisis persepsi tokoh masyarakat Gampong Paloh
Tinggi mengenai bapak mengambil'mahar anaknya.

Menganalisis relevansi pendapat ulama mazhab Hanbali terhadap kasus

yang ada di Gampong Paloh Tinggi.

D. Kajian Kepustakaan

Sejauh kajian yang ada, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan

penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu

di antaranya yaitu:



Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zakia Maulida, berjudul: “Penggunaan
Mahar oleh Orang Tua Tanpa lzin Mempelai Perempuan dalam Perspektif Fikih
Munakahat (Studi Kasus di Gampong Paloh Batee Kec. Muara Dua), tahun 2018.
Hasil penelitiannya bahwa praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong
Paloh Batee menggunakan mahar secara sengaja tanpa pengetahuan mempelai
wanita untuk membuat resepsi pernikahan atau acara 7 bulanan, atau orang tua
terlanjur berhutang terlebih dahulu sehingga dipotong dari mahar anaknya. Orang
tua mempelai wanita mengambil sebagian mahar untuk dana resepsi pernikahan
sebagai ganti dana yang dikeluarkan selama dalam pendidikannya.®

Kedua,jurnal yang ditulis M. Jafar, berjudul: “Kepemilikan Mahar dalam
Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih: Analisis Berdasarkan Teori
Urf tahun 1970. Hasil penelitiannya bahwa mahar yang diserahkan pihak keluarga
calon mempelai leaki pada hari akad nikah pada sebagian komunitas masyarakat
Aceh dikuasai sepenuhnya oleh pthak keluarga (orang tua) mempelai perempuan,
digunakan sebagai bekal berbelanja keperluan mempelai perempuan. Penggunaan
mahar atau mas kawin sebagai bekal untuk berbelanjakeperluan-keperluan tanpa
sepengetahuan mempelai perempuan.®

Ketiga, skripsi yang ditulis-Ridwan Saputra berjudul: Praktik Pengalihan
Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Qleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai,
tahun 2019. Hasil penelitiannya bahwa alasan praktik pengalihan mahar tersebut
dilakukan karena orang tua calon wanita tidak-ingin-di-dalam pernikahan anaknya
tersebut ada kecacatan yang salah satunya seperti menjadi perbincangan warga
lain, dan juga orang tua calon wanita tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan

mahar yang jumlah atau harganya murah, karena menurut mereka bayaran atau

157akia Maulida, Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Tanpa Izin Mempelai Perempuan
Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Gampong Paloh Batee Kecamatan Muara
Dua) (Syariah-Ahwal Al-Syakhsyiyyah, 2018), tanggal 23 Agustus 2024., //repo.iainlhokseuma
we.ac.id/index.php?p=show_detail&id=725&keywords=.

6M Jafar, “Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul
Fikih (Analisis Berdasarkan Teori Urf),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 9, no. 1 (1 Jan
uari 1970): Tanggal 23 Agustus 2024., https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.512.



jumlah mahar yang rendah tidak setimpal dengan apa yang telah diberikan oleh
orang tua calon wanita selama ini sehingga terjadilah kasus praktik pengalihan
mahar oleh orang tua tanpa campur tangan dari calon mempelai wanita.'’
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syahril Fuadi, dengan judul penelitian:
Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mukim Teupin Raya), tahun 2017.
Hasil dalam penelitian bahwa praktik dari penggunaan mahar oleh orang tua di
Mukim Teupin Raya dengan menggunakan sebagian.atau keseluruhan mahar, jika
mahar yang digunakan'sebagian, maka sebagiannya lagi dikembalikan pada anak
perempuannya: Mahar digunakan untuk keperluan asoe kama dan keperluan pada
resepsi, penggunaan mahar oleh orang tua sesuai dengan hukum Islam. Jadi, orang

tua menggunakan sebagian mahar untuk keperluan acara pernikahan.®

E. Penjelasan Istilah
Penelitian ini menggunakantiga istilah'penting, yaitu hukum, mengambil,
dan mahar.
1. Hukum
Kata hukum secara bahasa berasal dari istilah bahwa Arab, yaitu al-
hukm, kemudian istilah tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia maknanya
adalah peraturan, keputusan, ketentuan,-norma.'® Menurut pengertian istilah,
hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat
diikuti, dan yang melanggarkan dapat dikenakan sanksi.?° Dalam Islam, kata

hukum berhubungan erat dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul

"Ridwan Saputra, “Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang
Tua di Kelurahan Air Rambai” (undergraduate, IAIN Curup, 2019), Tanggal 23 Agustus 2024.,
https://e-theses.iaincurup.ac.id/2369/.

18Syahril Fuadi, “Pengunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat
Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di MukimTeupin Raya)” (skripsi, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2017), Tanggal 23 Agustus 2024., http://library.ar-raniry.ac.id.

19Shomad, Hukum Islam: Penormaan..., him. 23.

2Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 34.



Nya yang terbentuk ke dalam lima nilai hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah
atau boleh, makruh dan haram.?! Jadi, yang dimaksud hukum dalam penelitian
ini adalah nilai hukum, apakah boleh, sunnah, wajib, makruh, atau haram.
2. Mengambil

Kata mengambil merupakan bentuk derivatif dari kata ambil, artinya
memegang sesuatu lalu membawanya, diangkat dan sebagainya. Adapun kata
mengambil artinya adalah memegang;.atau menguasai sesuatu untuk dimiliki
atau untuk keperluanlainnya.?? Dalam penelitian.ini, yang dimaksud dengan
mengambil adalah tindakan yang dilakukan ayah mempelai perempuan dalam
mengambil atau menguasai mahar anak perempuannya.
3. Mahar

Kata mahar secara bhahasa artinya apa-apa yang diwajibkandalam akad
atau apa-apa yang diserahkan kepada wanita lantaran persetubuhan karena
perkawinan.? Dalam bahasa Indonesia, kata mahar sama dengan maskawin.?*
Menurut pengertian istilah, maharadalah ganti yang wajib diberikan kepada
istri'sebagai konsekuensiidari perkawinan (menikahi dan menyetubuhinya).?
Jadi, maksud dari mahar dalam penelitian ini adalah maskawin, yaitu suatu

pemberian wajib dari pihak suami kepadaistri.

F. Metode Penelitian
Sub bahasan ini mengemukakan tujuh poin, yaitu pendekatan dan jenis
penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data,

serta teknik analisis data dan pedoman penulisan.

21‘Abd Al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usal Figh, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 66.

22Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 45.

ZAbdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, Jilid 5, (Terj: Faisal Saleh),
Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 196.

24Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia..., him. 288.

PRizem Aizid, Figh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi
Keluarga Muslim, (Yogyakarta: Laksana, 2018), him. 63.
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1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum.?® Pada kajian
penelitian menggunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah
pendekatan kasus (case approach). Di dalam penelitian hukum empiris, yang
dimaksud dengan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan
studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini
dilaksanakan dengan melihat dan° mengamati apa yang terjadi di lapangan.
Kasus yang dimaksudkan di dalam penelitian inisialah penggunaan mahar bagi
keluarga atau orang tua atau ayah mempelai perempuan.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,
yaitu meneliti hukum dari sisi praktik di lapangan terkait dengan hukum ayah
yang mengambil mahar anaknya. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan
analisis normatif terkait dengan perspektif para ulama mengenai hukum orang
tua mengambil mahar.
3. Sumber Data

Data penelitian ini dibagi ke dalam dua, yaitu:

a. | Data Primer. Data primermerupakan data mentah yang diperoleh dari
lapangan, yang diperofeh dari observasi atau pengamatan langsung di
Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie,
kemudian wawancara dengan-tokoh-masyarakat atau orang tua, selain
itu juga terhadap pasangan nikah Gampong Paloh Tinggi Kecamatan
Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Data primer juga diperoleh dari studi
dokumentasi, seperti regulasi mengenai hukum adat gampong, gambar
atau foto dan lainnya.

b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data penunjang sekaligus data

pelengkap yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum

%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 134.
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sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan bahan
hukum primer, di antaranya karya Amir Syarifuddin berjudul: Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia, karya Abdul Rahmah Ghazali, dengan
judul: Figh Munakahat dan lainnya.
c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, terdiri dari
Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Hukum, kamus Bahasa, dan yang
lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan dua cara, yaitu pengumpulan
data lapangan dan pengumpulan data bahan perpustakaan. Pengumpulan data
lapangan dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara, yaitu tindakan penulis dengan mewawancarai_informan
dan responden penelitian, berupa tanya jawab. Informan penelitian ini
adalah pihak yang secara langsung terlibat atau yang mengalami kasus
hukum seperti mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua mempelai
perempuan. Adapun responden adalah'pihak yang merespons masalah
hukum yang dikaji;-terdiri dari tokoh-agama (imum); Kepala desa, dan
masyarakat yang mengetahui-dan-memahami permasalahan, dan pihak
lainnya yang relevan.

b. Observasi, merupakan tindakan dengan melihat serta memperhatikan
kasus-kasus hukum- terkait-dengan-ayah-mengambil mahar mempelai
perempuan, serta mencatatnya dalam catatan observasi.

c. Studi Dokumentasi, merupakan data yang penulis kumpulkan dari data
pernikahan di Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara
Timur Kabupaten Pidie.

Adapun data dari pada bahan perpustakaan dikumpulkan dengan cara
review books. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mendatangi perpustakaan, kemudian mencari bahan hukum mengenai

hukum mahar menurut mazhab Hanbali.
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b. Mencari bahan hukum dari buku-buku, atau kitab, jurnal online terkait
dengan pandangan dan praktik penggunaan mahar oleh orang tua, dan
mencari bahan kepustakaan terkait literatur-literatur hukum mengenai
pandangan ulama mazhab Hanbali.
5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data penelitian ini dapat diukur dengan beberapa indikator
atau faktor, yaitu faktor dari kredibilitas data, baik itu kredibilitas responden
dan informan penelitian; metodologi yang digunakan, transparansi khususnya
mengenai kesesuaian antara pihak yang diwawancarai dengan informasi yang
diberikan, dan perbandingan dengan berbagai sumber. Adapun validitas data
penelitian ini diukur dengan instrumen penelitian (lembaran wawancara serta
catatan observasi dan data dokumentasi) dapat dipercaya kebenarannya sesuai
dengan kenyataan di lapangan.
6. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudahsdikumpulkan dari berbagai sumber (baik

dari‘lapangan maupun kepustakaan), akan dilakukan analisis dengan tahapan
sebagai berikut:

a. | Mengumpulkan data-darilapangan dan kepustakaan, baik wawancara,
observasi, studi dokumentasi, maupun review books.

b. Mereduksi data, sehingga data yang diperoleh hanya digunakan bahan
data inti dan terfokus pada masalah penelitian.

c. Menyajikan data dalam bentuk tulisan yang bersisi analisis deskriptif
(menggambarkan data apa adanya) dan preskriptif (menilai apa yang
seharusnya berlaku).

d. Menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diajukan, selaras
dengan hasil analisis pembahasan.

7. Pedoman Penulisan
Kajian penelitian ini ditulis dengan berpedoman pada Buku Panduan

Penulisan Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda
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Aceh, tahun 2018, dan telah direvisi pada tahun 2019. Adapun penulisan ayat
dan hadis merujuk kepada Alguran dan terjemahannya, terbitan Kementerian

Agama Republik Indonesia, dan kitab hadis 9 imam.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun atas empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kajian kepustakaan;penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan
penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data objektivitas dan
validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.
Bab dua kajian konseptual tentang mahar dalam perspektif hukum Islam,
pengertian dan dasar hukum mahar, syarat-syarat dan besaran mahar, pihak yang
berhak menentukan mahar, pendapat ulama tentang hak ayah terhadap mahar.
Bab tiga analisis relevansi hukum ayah mengambil mahar di Gampong
Paloh Tinggi perspektif ulama Mazhab Hanbali, gambaran umum subjek
penelitian, profil Gampong Paloh Tinggi, profil Mazhab Hanbali, hukum bapak
mengambil mahar anak perempuannya ditinjau dari perspektif Mazhab Hanbali,
praktik masyarakat di Gampong Paloh Tinggi terkait bapak mengambil mahar
anaknya, relevansi pendapat ulama Mazhab Hanbali terhadap kasus yang ada di
Gampong Paloh Tinggi.

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.



BAB DUA
KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG MAHAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Istilah mahar merupakan salah satu kata yang baku yang digunakan dalam
bahasa Indonesia yang asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mahru
(54 dengan bentuk jamak muhdruh (53&). Secara etimologi, mahru bermakna
al-sidag yang merupakan istilah yang menunjukkan makna hakikat syar iyah atau
makna yang digunakan oleh bahasa syariat.?” Kata sidag maknanya emas kawin,?
maskawin ataupun pengganti.?® Mahar juga bermakna pemberian calon mempelai
laki-laki terhadap mempelai perempuan yang menjadi istrinya dalam bentuk harta
yang bermanfaat. Di dalam bahasa Arab, istilah maskawin digunakan dalam dua
istilah, yaitu mahr dan sudaqg. Oleh'sebab itu, dalam kitab-kitab fikih perkawinan,
sering dijumpai dua istilah tersebut dan digunakan secara bergantian. Di samping
itu, istilah yang juga dipakai untuk menunjukkan makna mahar adalah farida dan
ujur.®

Menurut terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dirumuskan oleh
para ahli. Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa mahar ialah pemberian
wajib dari calon suami kepada calon istri-sebagai ketulusan cinta dan kasih calon
suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi-seorang istri kepada calon suami,
atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami terhadap calon istrinya,
baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar). Mahar

merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan

2’M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran, Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang
Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran (Tangerang: Lentera Hati, 2013), him. 101.

BAchmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 1363.

295, Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis (Jakarta:
Senayan Publishing, 2010), him. 870.

$9Mardani, Hukum Keluarga..., him. 47.
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menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri
yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya.®* Menurut
Zaitunah Subhan, mahar atau sudag adalah pemberian laki-laki (suami) terhadap
calon istri yang akan dikawininya, atau suatu persembahan yang diberikan kepada
perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan.®? Menurut
Rahman Syamsuddin, mahar berdasarkan hukum Islam adalah hak mutlak calon
pengantin perempuan yang diberikan.oleh.calon pengantin laki-laki sebelum akad
nikah dilangsungkan.s
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa mahar adalah suatu
pemberian yang hukumnya wajib, di mana pemberian itu dilakukan oleh seorang
laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi suami istri, dan pemberiannya
itu dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam konteks hukum Islam
ada yang menyebutkan bahwa mahar itu sebagai pengganti kepemilikan, ataupun
sebagai'suatu pemberian yang tujuannya adalah memiliki perempuan, pembelian
perempuan.®* Dalam arti bahwa ketikadaki-laki memberikan mahar kepada calon
perempuan yang akan menjadi istrinya, maka lclaki itu dianggap telah “membeli”
perempuan,serta dengan diberikannya mahar tersebut, maka berarti perpindahan
“kepemilikan” si anak perempuan-dari orang tua kepada suaminya. Meski secara
prinsipil, pengertian yang terakhis ini cenderung kurang sejalan dengan petunjuk
syariat terkait mahar.®> Untuk melengkapi makna mahar dalam pembahasan ini,
berikut dapat dikemukakan definisi-mahar-menurut ulama mazhab.
1. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Kasani, bahwa

mahar adalah:

31Ghazaly, Figh Munakahat..., him. 95-96.

%27aitunah Subhan, Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam
Penafsiran, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 179.

$3Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 134.

3Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi (Jakarta: Elex Media Komputindo,
2011), him. 38.

*Ibid.
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Mahar adalah nama bagl harta yang Wajlb diberikan oleh suami kepada
istrinya di dalam akad nikah sebagai imbalan atas hubungan seksual, baik
dengan menyebut nama maupun dengan akad..., Mahar adalah nama untuk
sesuatu yang menjadi hak wanita dengan akad nikah atau jimak.

2. Menurut mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Habib bin Tahir

bahwa mahar adalah:

Mahar adalah apa yang diberikan suami kepada |str| sebagal imbalan atas
kenikmatannya.

3. Menurut mazhab Syafi’1, sehagaimana dikemukakan oleh Muhammad bin
Abdul Karim Al-Rafi’i, bahwa mahar adalah:

#Z - 2
° . ° ° -
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Mahar adalah sesuatuyang diwajibkan (bagi suami dan menjadi hak |str|)
karena pernikahan, hubungan seksual, atau karena pemaksaan.

4. Menurut Mazhab Hanbali, sebagaimana dikemukakan Al-Hujawt:

.uxj\ d W) wﬁ J«M.’j cojﬁj C&J\ d upjgj\ e

Mahar, yaitu sesuatu yang menjadl pertlmbangan dalam pernlkahan dan
bentuk-bentuk pernikahan lainnya; dan-dibolehkan untuk menguranginya
dan menyebutkannya dalam'akad:

Berdasarkan empat definisi di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab
cenderung melihat adanya hubungan antara mahar dengan kemanfaatan di dalam

%Ala’uddin Abi Bakr bin Mas’iid Al-Kasani, Bada’i Al-Sand’i fi Tartib Al-Syara’i
(Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 480.

3"Habib bin Tahir, Al-Figh Al-Maliki wa Adillatuh, Juz 4 (Beirut: Mu’assasah Al-Ma’arif,
2005), him. 271.

Muhammad bin Abdul Karim Al-Rafi’1, Al-Aziz Syarh Al-‘Aziz, Juz 8, (Beirut: Dar Al-
Kutbh Al-‘Tlmiyyah, 1997), him. 229.

$9Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdist, Al-Igna’ fi Figh Al-lmam Ahmad bin Hanbal,
Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001), hlm. 208.
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hubungan suami istri atau hubungan senggama. Mahar dikaitkan dengan konteks
kehalalan dalam bergaul/hubungan intim dengan istri, oleh karena itu para ulama
berpendapat bahwa mahar itu sudah wajib diberikan dan dilunasi sekiranya telah
ada hubungan senggama (wat ‘un). Hal ini berbeda dengan pengertian yang telah
dielaborasi oleh para ulama kontemporer, yang menunjukkan mahar itu bukanlah
sekedar untuk menghalalkan senggama, tetapi sebagai bentuk rasa cinta dan kasih
sayang yang dalam dari seorang suami kepada istri, dan bukti keseriusan seorang
laki-laki dalam memenuhi-tanggung jawab kepadaistrinya.

Ketentuan hukum mabhar ini telah ditetapkan secara eksplisit di dalam nash
Alguran maupun hadis. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum mahar adalah
wajib. Menurut Ibn Humam Al-Hanafi, bahwa hukum memberikan mahar adalah
wajib secara syarak, meskipun tidak mesti diucapkan pada saat dilangsungkannya
akad nikah.* Untuk itu, sekiranya ada kesepakatan dari calon mempelai laki-laki
dan wanita untuk menghilangkan mahar dalam pernikahan mereka, maka hal itu
dilarang dalam Islam.*

Dalam hukum Islam, semua ketentuan yang ditetapkan dalam Alquran dan
hadis memiliki tujuan tersendiri. Begitu pun di dalam konteks kewajiban memberi
mahar juga memiliki tujuan tersendiri.yang dalam kajian ilmu Ushul Fikih disebut
dengan magqasid syari’ah atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam. Para
ulama telah sepakat bahwa tujuan dari ditetapkannya seluruh hukum dalam Islam
(termasuk mahar) ialah untuk-menggapai-kemaslahatan-dan rahmat bagi manusia.
Ini sesuai dengan keterangan Abu Zahrah,* bahwa datangnya syariat Islam ialah
rahmat bagi manusia.*® Yasuf Al-Qaradawi mengemukakan, bahwa Allah tidak

mensyariatkan kepada manusia kecuali yang dapat memberikan kepada mereka

40Kamal Ibn Humam Al-Hanafi, Fath Al-Qadir Syarh Kitab Al-Hidayah, Juz 2, (Arab
Saudi: Wizarah Al-Su’tin Al-Islamiyyah wa Al-Awqaf, 1315), him. 434.

“1bn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtasid, (Terj: Misbah), Jilid 2,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 32.

42Muhammad Abii Zahrah, Usil Al-Figh, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), him. 364.
43Zahrah, Usil AI-Figh, him. 364.



18

kebaikan, kemaslahatan dan manfaat dunia dan juga akhirat.** Kemaslahatan di
sini bermakna meraih manfaat dan menolak mudarat.*® Jadi, semua bentuk hukum
yang ditetapkan dalam Islam, yang dimuat dalam Alquran dan hadis adalah untuk
kemaslahatan. Dalam hal ini, pensyariatan mahar yang diwajibkan terhadap laki-
laki untuk diberikan pada calon istrinya juga memiliki tujuan untuk kemaslahatan.
Secara khusus, tujuan dan hikmah mahar ialah merupakan jalan yang menjadikan
istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya, untuk
memperkuat hubungan, menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai. Di
dalam konteks ini, maka juga sebagai usaha memperhatikan, serta menghargai
kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.*® Wahbah
Al-Zuhaili menyebutkan empat tujuan disyariatkannya mahar dalam Islam, yaitu
sebagai'simbol keagungan kesucian akad nikah, memuliakan perempuan,*’ bukan
justru merendahkan dan menghinakan perempuan, menunjukkan kesucian serta
kesungguhan niat untuk menikah, dan sebagai upaya melanggengkan kehidupan
rumah tangga.“®

Para ulama sepakat bahwa mahar ialah kewajiban yang mesti dipikul oleh
suami untuk-diberikan kepada istrinya. Dalam keterangan Ibn Rusyd, bahwa para
ulama sepakat bahwa mahar merupakan.salah satu syarat sahnya nikah.*® Hal ini
juga telah dijelaskan oleh Ibn Qudamah, bahwa legalitas hukum asal mahar ialah

Alguran, sunnah, dan ijmak atau kesepakatan ulama.®® Dalil mengenai kewajiban

“vyiisuf Al-Qaradawi, Dirdsah fi Figh Magasid Al-Syari’ah Baina Magasid Al-Kulliyyah
wa Al-Nusis Al-Juz’iyyah, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2018), him. 99.

“Syiisuf Al-Qaradawi, Sivasah Al-Syar’iyyah fi Dau’ Nusiis Al-Syari’ah wa Magasiduha,
(Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 109-110.
46 Mardani, Hukum Keluarga..., him. 48.

47 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Usrah Al-Muslimah fi Al-‘Alam Al-Mu’dsir (Damaskus: Dar
Al-Fikr, 2000), him. 100.

48 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan
yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), him. 146.

“Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid..., him. 32.
0Qudamah, Al-Mughni..., him. 718.
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suami memberi mahar kepada istrinya ialah firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa’
ayat 4.°! Bunyinya yaitu:
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Berikanlah'matiar kepada warniita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian
yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati.

Sebab turun ayat ini berkenaan dengan kebiasaan masyarakat waktu dulu,
yang mengambil maharanaknya yang diberikan suami.anaknya. Ini sebagaimana
dinukil oleh ImamAl-Suytti, di mana Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abi Salih
berkata: “Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar
yang diberikan suaminya untuk anaknya lalu Allah Swt melarang hal tersebut dan
menurunkan ayat tersebut”.>? Riwayat sebab turun ayat di atas juga dikemukakan
oleh ‘Atiyyah Al-Ajhari, dan menurutnya riwayat tersebut disampaikan di dalam
riwayat AbT Hatim dan Ibn Jarir.>* Jadi, pada awalnya, QS. Al-Nisa’ ayat 4 turun
karena kebiasaan seorang ayah mengambil mahar anaknya yang diberikan suami
anaknyaitu, dan terhadap kondisi tersebut maka turunlah ayat tersebut.

Ayat ini menjelaskan terkait informasi tentang perintah untuk memberikan
mahar pada wanita yang dinikahi. Menurut Al-Qurtubi, bahwa berdasarkan ayat
ini, maka diwajibkan bagi lelaki-yang menikahi wanita untuk memberikan mahar
kepadanya dan ini merupakan‘kensensus (ijmak) ulama yang tidak seorang pun
berbeda pendapat.>* Kata nihlah dalam ayat tersebut adalah mahar. Nihlah dalam
bahasa Arab berarti suatu yang wajib. Maknanya jangan menikahi kecuali dengan

sesuatu yang wajib baginya. Kandungan ayat tersebut berarti bahwa seorang laki-

SMustafa Dib Al-Bugha, Al-Tahzib fi Adillati Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrib, (Terj:
Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), him. 389.

S2Jalaluddin Al-Suyiti, Lubab Al-Nugqiil fi Asbab Al-Nuzil, (Terj: Tim Abdul Hayyie),
Cet. 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), him. 151.

%3¢ Atiyyah bin ‘Atiyyah Al-Ajhiri, Irsyad Al-Rahman li Asbab Al-Nuziil wa Al-Nasikh
wa Al-Mansiikh wa Al-Mutasyabih wa Tajwid Al-Qur’an (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), him. 193.

S4Al-Qurtubt, Jami’ Ii Ahkam..., him. 60.
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laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai sesuatu keharusan dan
dalam keadaan rela. Sebagaimana dia menerima pemberian dan memberi hadiah
dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban memberi mahar kepada perempuan
dengan penuh kerelaan. Jika si istri sukarela menyerahkan sesuatu dari maharnya
setelah disebutkan jumlahnya, suami boleh memakannya dengan halal dan baik.>

Ayat lainnya yang menjadi dasar hukum mahar adalah petunjuk dari QS.

Al-Nisa’ ayat 24-25.% Bunyinya yaitu:
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(Diharamkan juga bagi kamu.menikahi) perempuan- perempuan bersuaml
kecuali hamba sahaya perempuan (atau tawanan perang) yang kamu miliki
sebagali satu ketetapan Allah terhadap.-kamu. Dihalalkan bagi kamu selain
(perempuan-perempuan)-yang-demikian-itu, yakni kamu mencari (istri)
dengan hartamu (mahar) untuk'menikahinya, bukan untuk berzina. Karena
kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikan pada mereka
imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi
kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan
kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

Siapa antara kamu yang tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan
merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para
hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu.
Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (satu keturunan dari Adam

%5Subhan, Alguran & Perempuan..., him. 178.
56Rusyd, Bidayah Al-Muijtahid..., him. 32.
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dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan)
mereka serta berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, di dalam
keadaan mereka memelihara kesucian diri bukan penzina dan bukan (pula)
perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jika mereka
telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina),
(hukuman) atas mereka ialah setengah dari sanksi perempuan-perempuan
merdeka (yang tidak bersuami). Itu (kebolehan menikahi hamba sahaya)
berlaku bagi orang-orang yang akut atas kesulitan (di dalam menghindari
zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang:

Menurut Imam Al-Juwaini, ijmak/kesepakatan ulama menyatakan bahwa
mahar yang sah adalah yang ditetapkan dengan penyebutan yang benar, kemudian
penyebutan mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Dalil hukum mahar dalam
pandangan Al-Juwaini adalah Alquran, hadis dan ijmak.>’ la juga mengutip kedua
ayat di-atas.>® Melalui dua ayat di atas, dapat diketahui bahwa mahar.merupakan
kewajiban yang dibebankan kepada suami dan menjadi hak istri.

Dalil hadis tentang kewajihan mahar ini ditetapkan dalam salah satu hadis

riwayat Ahmad:

P
2 °, 2

Sesungguhnya pernikahanyang paling besar barakahnya yaitu yafng palingi
ringan biayanya. (HR. Ahmad).
Selain itu dalam riwayat Imam Bukhari juga dikemukakan terkait perintah

untuk kawin meskipun dengan mahar dari cincin best; yaitu sebagai berikut:

. e o -
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Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mahar merupakan satu
aspek hukum yang diwajibkan dalam Islam, bahkan menjadi salah satu syarat sah

pernikahan. Namun, ulama berbeda pendapat apakah mahar tersebut termasuk ke

57 Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yiisuf Al-Juwaini, Nikdyah Al-Matlab fi Dirayah Al-
Mazhab (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 5.

S8Al-Juwaini, Nikayah Al-Maglab..., him. 5.
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dalam rukun nikah atau tidak. Ulama mazhab Hanafi menyatakan mahar bukanlah
rukun nikah, tetapi syarat sahnya pernikahan. Sementara ulama mazhab Maliki,
Syafi’1, dan Hanbali, menyatakan bahwa mahar adalah rukun nikah.>® Meskipun
ada perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat pernikahan, hal terpenting di
sini adalah mahar merupakan suatu kewajiban yang dibebankan terhadap seorang

laki-laki dalam bentuk harta atau jasa kepada calon istrinya.

B. Besaran Mahar dan Bentuk-bentuknya

Mahar merupakan hak istri dari suaminya, serta istri memiliki hak untuk
mengambil maharnya, namun sekiranya istri tidak mengambil mahar dari suami,
atau suami memberikan mahar melebihi jumlah yang disepakati;, maka tindakan
tersebut adalah diperbolehkan.®® Sebagai suatu hak, maka mahar tersebut menjadi
wajib dipenuhi oleh suaminya, dan ketika mahar masih dalam bentuk utang, maka
suami wajib memenuhi mahar istri selama hidupnya. Sekiranya suami meninggal
dunia sementara mahar istri belum dilunasi, maka harta warisan suami lebih dulu
digunakan untuk melunasi mahar tersebut.®*

Dalam Alquran dan hadis, tidak ada penyebutan jumlah mahar secara pasti
baik minimal maupun maksimalnya. Ibn Rusyd mengungkapkan bahwa para ahli
hukum Islam telah bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar. Akan tetapi
para ulama berbeda pendapat-tentang-batas-minimal mahar. Menurut Al-Syafi’,
Ahmad, Ishaq, Abi Sir, dan fukaha Madinah dari kalangan tabi’in menyatakan
bahwa tidak ada batas minimal mahar, yang terpenting adalah sesuatu yang punya
nilai dan berharga. Sehingga, segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai

dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga diambil oleh 1bn Wahhab, yaitu

59Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him.
44,

0Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Sifat Al-Zauj Al-Salih wa Al-Zaujah Al-Salihah,
1, (Terj: Abu Barnawa), Cet. 8 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), him. 6.

®IMuhammad ‘Ali Al-Sabiini, Al-Mawdris fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah fi Dau’ Al-Kitab
wa Al-Sunnah, (Terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005), him. 33.
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salah satu ulama kalangan ulama pengikut mazhab Maliki. Menurut sebagian dari
ulama lainnya, justru menyatakan harus ada batas minimal mahar. Menurut ulama
mazhab Hanafi, ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan minimal 5 dirham,
ada yang menyebutkan 10 dirham, dan ada yang menyatakan 40 dirham. Adapun
menurut mazhab Maliki, besaran minimal mahar adalah % dinar emas 3 dirham
perak atau yang setara dengan keduanya.®

Secara konseptual, pembagianbentuk-bentuk mahar ini dapat ditinjau dari
berbagai sisi. Dari sisi kualifikasi objek yang dijadikan mahar, maka mahar dapat
dibagi dua yaitu maharyang berbentuk benda yang nyata dan mahar dalam bentuk
jasa:

1. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret, seperti dinar, dirham
atau emas.

2. 'Mahar dalam bentuk atau jasa, misalnya mengajarkan membaca Alquran,
memerdekakan budak, dan sebagainya.®
Menurut Al-Jaziri, bentuk-beniuk mahar juga dapat dilihat dari aspek sah

atau tidaknya perkawinan dan persetubuhan. Dalam aspek ini, Al-Jazirt membagi
mahar menjadi dua macam, yaitu:

1. Mahar yang wajib ditunaikan.dengan-adanya akad yang sah. Mahar yang
wajib ditunaikan dengan ada akad yang sah, yaitu mahar yang disebutkan
atau mahar setara jika tidak ada penyebutan mahar, dan mahar ini wajib
ditunaikan begitu terjadiakad yang sah, tetapi-dimungkinkan dapat gugur
secara keseluruhan atau separuhnya. Mahar bisa gugur secara keseluruhan
jika si istri melakukan perbuatan yang mengharuskan perpisahan di antara
suami istri, sebagaimana jika si istri murtad atau melakukan sesuatu yang
berimplikasi pada kemahraman lantaran relasi perkawinan, maka mahar

yang menjadi hak istri gugur sebelum ada persetubuhan karena perpisahan

52Rusyd, Bidayah Al-Muijtahid..., him. 32-33.
3Mardani, Hukum Keluarga..., him. 49.
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terjadi dengan sebab dari istri. Namun mahar dapat gugur separuhnya jika
suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik (antara suami istri),
dan perpisahan terjadi dari pihak suami lantaran sebab lain, seperti murtad
dan perbuatan yang berimplikasi kepada kemahraman lantaran hubungan
perkawinan.
2. Mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya proses persetubuhan dalam
pernikahan yang sah, rusak, atau lantaran syubhat.®*
Dilihat dari segi klasifikasi aspek sifat mahar.yang diberikan, mahar dapat
dibagi menjadi dua, yaitu:®®
1. Mabharmusamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak
dan dibayarkan secara tunat atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.
2..~Mahar misil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit
pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang
pernah diberikan pada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah
terlebih dahulu menikah.®®
Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar, tapi didasarkan pada
kemampuan‘masing-masing orang atau berdasarkan kepada keadaan atau tradisi
keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua
belah pihak yang akan melakukan akad-nikah. Di dalam syariat Islam juga hanya
ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan juga bermanfaat, tanpa melihat
jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal-dan juga maksimal, namun hendaknya
berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.®” Dengan begitu, mahar dapat
berupa benda atau jasa, dan bisa berbentuk musamma (yaitu mahar yang jumlah,

bentuk, dan nilainya telah ditetapkan di saat akad nikah) dan misil (yaitu mahar

84 Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah..., him. 222,

85Aizid, Figh Keluarga Terlengkap..., him. 64; Mardani, Hukum Keluarga Islam di
Indonesia, him. 49.

Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensiklopedia Fikih Wanita (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2018), him. 438.

87 Mardani, Hukum Keluarga..., him. 49.
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yang jumlah atau bentuknya tidak disebutkan pada saat akad nikah dan umumnya

disesuai dengan mahar yang berlaku dalam keluarga dan daerahnya).

C. Syarat-Syarat Mahar dan Pihak yang Berhak Menentukan Mahar
Syarat-syarat mahar adalah:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga,
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi
apabila mahar sedikit.tetapi bernilai, maka tetap sah.

2. Barangnya suci‘dan dapat diambil manfaat. Maka tidak sah seorang laki-
laki menggunakan mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua
itu haram dan tidak berharga.

3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab maknanya mengambil barang
milik orang lain tanpa seizinnya, tapi tidak bermaksud untuk memilikinya
karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberi mahar dengan
barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya: Maka tidak sah mahar dengan
memberi barang yang tidak jelas keadaan atau tidak disebutkan jenisnya.®
Tetkait dengan pihak yang menentukan mahar, Abdul ‘Al mengemukakan

bahwa seorang perempuan berhak memilih, menentukan mahar, dan hal-hal yang
berkaitan dengan urusan pernikahannya.®*-Menurut lbn Hazm seperti dikutip oleh
Sayyid Sabiq, bahwa suami istri berhak menentukan mahar dan juga menyepakati
jumlah mahar baik sedikit ataupun mahar banyak.” Selain'mempelai perempuan

dan laki-laki, seorang wali juga berhak menentukan jumlah mahar. Berdasarkan

%8Ghazaly, Figh Munakahat..., him. 63.

69 Abd Al-Sami’ Ahmad Imam, Minhdj Al-Talib fi AI-Muqdaranah baina Al-Mazahib, 1,
(Terj: Yasir Maqgosid), Cet. 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 113.

Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia & Abu Syaugina), (Jakarta: Republika,
2018), him. 426.

"TAmmi Nur Baits, “Siapa yang Paling Berhak Menentukan Mahar?,” konsultasisyariah.
com, Konsultasi Syariah, 2016, Diakses Tanggal 7 April 2025., https://konsultasisyariah.com/27
868-siapa-yang-paling-berhak-menentukan-mahar.html.
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uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak yang berhak menentukan mahar
ialah kedua pasangan nikah, maknanya bahwa pasangan nikah boleh menyepakati
jumlah mahar atau pihak laki-laki juga bisa menetapkan sendiri jumlah maharnya,

namun harus pula didasarkan pada persetujuan wanita yang akan menjadi istrinya.

D. Pendapat Ulama tentang Hak Ayah terhadap Mahar

Mahar adalah salah satu hak istri.dari suaminya. Di saat istri memberikan
kembali haknya atau menyerahkan sebagian dari.mahar tersebut maka dibolehkan
di dalam Islam.”?> Mahar merupakan hak mutlak calon pengantin perempuan dan
calon pengantindaki-laki memberikan mahar sebelum akad nikah dilangsungkan.
Bentuknya hermacam-macam, pelaksanaannya dapat tunai atau dapat diutangkan.
Mahar yang diberi pengantin lelaki menjadi milik mutlak pengantin perempuan.
Mahar-adalah lambang penghalalan hubungan suami-istri dan lambang tanggung
jawab pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan yang kemudian menjadi
istrinya yang sah.”

Al-Sya’rawl menyatakan bahwa di antara beberapa hak istri dalam suatu
perkawinanadalah mahar. Mahar bukanlah semata.sebagai pemberian, akan tetapi
mahar adalah hak bagi istri dan sebagai imbalan terhadap bid 'un (organ vitalnya)
meskipun istri juga mendapatkan kenikmatan bersetubuh dengan suami.”* Suami
diwajibkan memberi mahar-kepada-istri;-bukan.kepada ayah istrinya. Mahar ini
wajib diberikan kepada istri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata mahar ini.
Mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah menjadi milik si istri dan dikuasai
penuh olehnya, karena itu si istri berhak membelanjakannya, menyedekahkannya,
menghibahkannya dan sebagainya, dengan tidak perlu minta izin kepada wali atau

suaminya.’

2H, M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 23.

3Syamsuddin, Pengantar Hukum..., him. 134,
"AAl-Sya’rawi, Sifat Al-Zauj Al-Salih..., him. 179.
5Shomad, Hukum Islam..., him. 289.
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Sayyid Salim mengomentari ketentuan QS. Al-Nisa’ ayat 4 dan ayat 24-
25 sebelumnya. Menurutnya, ayat tersebut semuanya menunjukkan bahwa mahar
adalah hak bagi wanita, sehingga tidak halal bagi ayahnya atau yang lainnya untuk
mengambil bagian dari mahar itu tanpa seizinnya.”® Sayyid Sabiq mengemukakan
bahwa mahar merupakan hak murni istri, bukan ayahnya dan tidak pula suaminya.
Tidak ada seorang pun yang berhak terhadap mahar istri.”” Mengingat kedudukan
mahar sebagai hak milik istri, ia berhak untuk menggunakan mahar untuk apa pun
yang menjadi kehendaknya. Istri bisa menjual, menggadaikan, menyewakan dan
menggunakan untuk keperluan lainnya.

Ulama.berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya seorang wali ataupun
khususnya seorang bapak/ayah mengambil mahar serta menggunakan mahar itu
untuk keperluannya serta keperluan lainnya. Ulama mazhab berbeda.pandangan
tentang masalah ini dalam dua pandangan umum. Pertama, ulama yang melarang
sama sekali seorang bapak mengambil sedikit atau banyak dari mahar anaknya.
Mahar ini adalah hak penuh seorang istri. Baik suami maupun wali tidak memiliki
hak sedikit pun atas mahar tersebut. Pendapat ini dipegang oleh ulama kalangan
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’1.’® Menurut ulama mazhab Syafi’1, dikemukakan
oleh Zakariyya Al-Ansari,’® disebutkan oleh-mahar tidak boleh disertakan dengan
adanya syarat bagian mahar kepada ayah_perempuan, sebab jika disyaratkan agar
ayah mendapatkan mahar dan dapat mengambilnya, maka mahar tersebut masuk
ke dalam mabhar fasid. Hal-ini-juga disebutkan-oleh-imam A-Mawardi.®

Kedua, ulama yang membolehkan mengambil mahar anak perempuannya

baik sebagian ataupun seluruh maharnya. Harta yang dimiliki seorang anak ada

®Abli Malik Kamal bin Sayyid Salim, Figh Al-Sunnah li Al-Nisa’, (Terj: Firdaus),
(Jakarta: Qisthi Press, 2013), him. 519.

7Sabiq, Figh Al-Sunnah..., him. 435.

78Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Isiami..., him. 252-253.

97 akariyya bin Muhammad Al-Ansari, Tukfah Al-Tullab bi Syarh Matan Tahrir Tangih
Al-Lubab fi Figh Al-Imam Al-Syafi'i. (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Timiyyah, 1997), him. 215.

80AbT Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i:
Syarhs Mukhtasar Muzant, Juz’ 12, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Tlmiyyah, 1994), him. 504.
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hak orang tuanya, demikian juga menyangkut mahar. Seorang bapak punyai hak
atas mahar tersebut. Pendapat ini diambil oleh ulama mazhab Hanbali.8* Seorang
ayah mempunyai hak terhadap anaknya dan terhadap hartanya, termasuk berhak
pula terhadap maharnya. Menurut Ibn Qudamah, salah satu ulama mazhab
Hanbali, seorang bapak boleh mengambil mahar anaknya.? Ibn Yiinus Al-BuhiitT
juga menyatakan hal serupa.®®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat tentang
hak mahar diberikan kepada istri. Istri memiliki hak.penuh terhadap mahar yang
diberikan oleh suami. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya
seorang ayah mengambil sebagian atau seluruhnya mahar anaknya. Hanya ulama
mazhab Hanbali yang membolehkan ayah mengambil mahar anaknya, alasannya
bahwa:mahar itu ibarat harta, maka anak merupakan hak ayahnya dan-setiap harta
anak masih ada hak ayah di dalamnya.

E. Konsep Kewajiban Qrangtua terhadap Anak Perempuan dalam Mazhab
Hanbalx

Pembahasan ini menguraikan konsep kewajiban orang tua terhadap anak
perempuan dalam mazhab Hanbali:Pembahasan ini direduksi hanya terkait aspek
hukum kewajiban orang tua datam masalah perkawinan anak perempuan. Hal ini
dikemukakan untuk mendukung-pembahasan.inti-penelitian, khususnya mengenai
hukum bapak mengambil mahar anak, sebab ada keterkaitan erat antara kewajiban
orang tua dengan hak-hak orang tua terhadap anak perempuannya, termasuk pada
masalah mahar anak menurut mazhab Hanbali. Sebelum membahas permasalahan
ini, penting pula dikemukakan profil mazhab Hanbali. Untuk itu, sub bab ini dapat
dikemukakan dalam dua poin. Pertama tentang profil mazhab Hanbali, dan kedua

tentang kewajiban orang tua, terutama bapak terhadap anak perempuan.

8LAI-A7zim, Akhta’ Sya’i’ah fi AlI-Buyii’..., him. 130-133.
82Qudamah, Al-Mughni Syarh..., him. 23.
83A|-Buhiitt Al-Hanbali, Kasyyaf Al-Qina’..., him. 151-152.
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1. Profil Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab atau aliran fikih yang
keempat dari 4 mazhab yang populer, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki,
Al-Syafi’1, dan Mazhab Hanbali. Pendiri mazhab Hambali yaitu Imam Ahmad
Bin Hanbal. Beliau ialah salah satu imam empat mazhab. Nama beliau dengan
jalur nasabnya, yaitu Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad
Bin Idris.# Di dalam kitab Al-Musnad karangan Imam Ahmad Bin Hanbal,
disebutkan nama lengkap beliau ialah Al-Imam-Ahmad Bin Muhammad Bin
Hanbal Bin Hilal Bin Asad Bin Idiis Bin Abdullah Bin Hayyan Bin Abdullah
Bin Anas Bin ‘Auf Bin Qasit Bin Mazin Bin Syaiban Bin Zuhlun Bin Sa’labah
Bin ‘Ukabah Bin Sa’b Bin ‘Alf Bin Bakr Bin Wa’1l, Al-Imam Abdullah Al-
Syaibani.®® Nama panggilan beliau adalah Abti Abdillah Al-Syaibani. Beliau
dilahirkan di kota Baghdad yang ada di Irak, pada bulan Rabi’ul Awwal tahun
164 Hijriyah.®

Imam Ahmad Bin Hanbal.merupakan keturupan Arab, dari suku Bani
Syaiban, sehingga beliau'diberiiagab-Al-Syaibani Beliau juga diberi julukan
ADb1 Abdillah. Kakeknya, Hanbal'lbn'Hilal adalah Gubernur Sarakhs pada saat
Dinasti Abbasiyah aktif menentang Dinasti ‘Umayyah di Khurasan. Ayahnya
bernama‘Muhammad dan ibuaya bernama Safiyah binti Maimunah binti ‘Abd
Al-Malik Al-Syaibani.®” Ketika Imam Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang
ke rahmatullah yang hanya-meninggalkan-harta pas-pasan untuk menghidupi

8Abd Al-‘Aziz Al-Symnawi, Al-A’immah Al-Arba’ah: Hayatuhum Muwdgifuhum wa
Ara’ahum, Terj: Abdul Majid, Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), him. 643.

8Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad li Al-Imam Ahmad ibn Muhammad lbn Hanbal, Terj:
Fathurrahman Abdul Hamid, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 70.

8Abd Al-Muhsin Al-Taraki, Al-Mazhab Al-Hanbali: Dirasah fi Tarikhih wa Samdtih wa
Asyhar A’lamih wa Mu’ allifatih, Juz 1 (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 2002), hlm. 25; Al-
Syinawi, Al-A ’immah Al-Arba’ah..., him. 643; Muhammad Aba Zahrah, Ibn Hanbal: Hayatih wa
‘Isruh Ara’uh wa Fighuh (Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1978), him. 14.

87 Abdul Karim, “Manhaj Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitab Musnadnya,” Riwayah :
Jurnal Studi Hadis Vol. 1, no. 2 (November 2016): 351-70, https://doi.org/10.21043/riwayah.
v1i2.1808.
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keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun
ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan
tujuan supaya ia dapat fokus memperhatikan dan mengasuh Imam Ahmad Bin
Hanbal, sehingga dapat tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imam Ahmad
adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad mendapatkan pendidikan awal di
kota tersebut hingga usia 19 tahun. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat
peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda, multi etnis
dan asalnya serta beragam kebudayaan serta penuh dengan beragam jenis ilmu
pengetahuan.

Pada tahun 183 H, Imam Ahmad Bin Hanbal pergi. ke beberapa kota
dalam rangka mencari ilmu. la pergi ke Kufah pada tahun 183 H, kemudian
ke-Basrah tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah,
ke Yaman, Syria dan juga Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanan
keilmuannya, Imam Ahmad memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis,
sehingga ia dikenal sebagai salah.seerang tokoh/terkemuka di bidang sejarah
Islam yang menguasai ilmu hadis sekaligus hokum.

Imam Ahmad Bin Hanbal'menikalr dan memiliki dua.crang putra yang
terkenal dalam bidang hadis yaitu.Salih dan Abdullah. Kedua putranya banyak
menerima hadis dari sang ayah dan.memasukkan sejumlah hadis dalam kitab
Musnad ayahnya. Sebagai ulama besar, Imam Ahmad Bin Hanbal mempunyai
beberapa guru dan murid. Adapun guru-guru-beliau-adalah, Husyaim, Abd Al-
Razzaq, Yahya Al-Qattan, Ibrahim bin Sa’d, Sufyan bin ‘Uyainah, Isma’1l bin
‘Ulayyah, Jarir bin ‘Abd al-Hamid, Muhammad bin Idris al-Syafi’1 (Imam al-
Syafi’1). Adapun murid-murid beliau adalah Imam Al-Nasa’1, Imam Tirmizi,
Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibn Majah, Imam Abi Dawud, Salih bin
Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (kedua putra Imam
Ahmad Bin Hanbal).®

8Hanbal, Al-Musnad..., him. 75.
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Imam Ahmad bin Hanbal termasuk tokoh ulama yang produktif, beliau
telah menulis banyak kitab-kitab, di antaranya adalah:®®

Kitab Al- ‘Zial

Kitab Al-Zuhd

Kitab Al-Musnad

Kitab Al-Imam

Kitab Al-Tafsir

Kitab Al-Masa il

Kitab Al-Fara’id

Kitab Al-Manasik

Kitab Al-Asyrabah

Kitab Al-7a ah Al-Rasiil
Kitab Al-Fada’il Al-Sahabah
Kitab Al-Nasikh wa al-Mansukh

—AT T SQ@ho o0 T

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Hanbali di
antaranya adalah:*°

Kitab Al-Furii’ karya Ibn Muflih

Kitab Mukhtas /bn Tamim karya Tbn Tamim

Kitab Hidayah Al-Réghib karya Sa’id al-Najdi

Kitab Al-Mu/arrah /7 a/<Fighkarya Ibn/Taimiyah

Kitab Zad Al-Ma’dd fi Hadi Khair al<Ibad karya lbn Qayyim

Kitab Raud Al-Nadr Syarh Kafi Al-Mubtadr karya Ahmad al-Ba’li
Kitab Mughnt Syarh Al-Kabir, Al-Mugni’, Al- ‘Umdah; Al-Kafi karya
Ibn Qudamah.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab yang lainnya yang

Q@ +oeo o

berisikan fikih mazhab Hanbali. Sehubungan dengan itu, pemaparan tentang
hukum bapak mengambil-mahar akan merujuk-kepada kitab-kitab pendukung
mazhab Hanbali sebagaimana disebutkan di atas, dan kitab lain yang anggap
relevan dengan penelitian ini.

2. Kewajiban Orang Tua atas Anak Perempuan dalam Perkawinan
Perspektif Mazhab Hanbali

Tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anak perempuan

memiliki perbedaan dengan anak laki-laki. Kewajiban orang tua kepada anak

8 Karim, “Manhaj Imam...,” hlm. 353-357.
% Al-Taraki, Al-Mazhab Al-Hanbalr..., him. 454-459.
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laki-laki terutama terhadap diri anak laki-laki dibatasi hanya sampai usia anak
mencapai usia baligh. Misalnya dalam masalah nafkah, maka anak perempuan
wajib diberikan nafkah orang tuanya meskipun ia sudah baligh, namun batas
yang berlaku ialah sampai ia menikah. Sementara itu, bagi anak laki-laki yang
sudah haligh dan mampu bekerja, orang tua tidak wajib menafkahinya, meski
dalam masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat ulama.®

Perbedaan tanggung jawab dan kewajiban orang tua tersebut berlaku
karena anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan masing-masing dari
sisi kekuatan dan kelemahan. Hal ini selaras dengan QS. Ali Imran ayat 36, di
dalamnya terdapat pernyataan istri Imran terhadap‘anak yang dilahirkannya.

Bunyi ayatnya yaitu:
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Ketika melahirkannya dia berkata: \Wahai Tuhanku aku telah melahirkan anak
perempuan. Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan.
Laki-laki tidak sama dengan perempuan. AKu memberinya nama Maryam

serta memohon perlindungan-Mu untuknya dananak cucunya dari setan yang
terkutuk. (QS. Ali Imran [3]: 36).

Ibn Arabi, sebagaimana disitir oleh Al-Qurtubi, menyatakan bahwa di

Pad

dalam ayat ini, membicarakan tentang-nazar dari istri Imran bahwa sekiranya
ia melahirkan anak maka anak tersebut akan.ditugaskannya mengurus Masjid,
sementara yang dilahirkan adalah justru anak perempuan yang diberinya nama
Maryam. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa berbeda antara anak laki-laki
dengan anak perempuan. Sebab anak perempuan tidak patut dijadikan sebagai
pelayan masjid.® Ketidakpatutan ini sebab alasan perbedaan anak perempuan

dan anak laki-laki, yaitu dari sisi kekuatan dan kelemahannya. Anak laki-laki

Marwan, “Atas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah,” Jurnal limiah
Islam Futura Vol. 13, no. 2 (Februari 2014): him. 240, https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74.

92Abt Bakr Al-Qurtubt, Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009), Jilid 4, him. 182-83.
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lebih kuat dan anak perempuan lebih lemah. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Ibnu Ishaq yang disitir oleh lon Jarir Al-Tabar1.%®

Ayat di atas memang tidak berbicara terkait aspek pembeda kewajiban
orang tua antara anak laki-laki dan perempuan, namun secara tersirat memiliki
relevansi dengan masalah ini. Bagaimanapun kondisi fisik anak laki-laki yang
normal lebih kuat ketimbang anak perempuan, sehingga ia mampu bekerja di
dalam memenuhi kebutuhannya, mampu menjaga dirinya, bahkan pada waktu
menikah, anak laki-lakitidak perlu adanya wali=Hal ini berbeda dengan anak
perempuan yang dalam kondisi fisik lemah, kemudian di dalam masalah nikah
juga memerlukan wali. Sehingga kewajiban anak orang tua kepada perempuan
selaku anaknya sampai ia menikah, dan setelah menikah, tanggungan terhadap
semua kebutuhan anak perempuan tersebut dibebankan kepada suaminya.

Di dalam mazhab Hanbali, orang tua mempunyai beberapa kewajiban
terhadap anak perempuannya dalam masalah perkawinan. Berdasarkan salah
satu pendapat Ibn Qudamah menyatakan bahwa/seorang berkewajiban dalam
memberikan nafkah, memenuhikebuiuhan anak perempuan,® di dalam aspek
pernikahan, berkewajiban menikahkan dengan orang yang baik-baik.% Begitu
juga wali berkewajiban menikahkan perempuan yang masih gadis, hanya saja
dengan syarat harus ada izin dari anak perempuan tersebut.®®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa orang tua, terutama
bapak/ayah, berkewajiban dalam memenuhi-kebutuhan anak, tanggung jawab
dalam menikahkan anak dengan laki-laki yang baik. Anak perempuan adalah

milik dari ayahnya sepanjang ia belum menikah. Oleh karena itu, sebagaimana

%Ibn Jarir Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur’an, (Terj: Amir Hamzah,
dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 5, him. 240.

%Ibn Qudamah, Al-Kafi Figh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-
’Ilmiyyah, 2000), Juz 3, him. 334.

%Qudamah, Al-Mughni..., him. 446.

Al-Buhiitt Al-Hanbali, Kasyyaf Al-Qina’..., hlm. 89; Syarfuddin Abi Al-Naja Miisa bin
Ahmad bin Masa bin Salim Al-Hujawi Al-Hanbali, Al-Igna’ li Talib Al-Intifa’ fi Figh Al-Imam
Al-Mujabbal Abt Abdillah Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar Al-Ma’arif, 2004), hlm. 5.
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dikemukakan ‘Abd Al-*Azim, bahwa anak perempuan dan juga hartanya ialah
milik dari ayahnya.®” Kaitan dengan masalah ini pula, menurut kalangan Al-
Hanabillah, orang tua berhak mengambil mahar anak perempuannya setelah
ia menikah. Pembahasan lebih jauh tentang masalah ini dikemukakan dalam

bab berikutnya.

AR-RANIRY

Y Al-‘Azim, Akhta’ Sya’i’ah fi Al-Buyii’..., him. 130-133.



BAB TIGA
ANALISIS RELEVANSI HUKUM AYAH MENGAMBIL
MAHAR DI GAMPONG PALOH TINGGI PERSPEKTIF
ULAMA MAZHAB HANBALI

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Untuk memahami relevansi hukum ayah mengambil mahar dalam praktik
pernikahan di Gampong Paloh Tinggi'menurut perspektif ulama mazhab Hanbali,
diperlukan terlebih dahulu'pemaparan menyeluruh mengenai subjek penelitian ini
dimulai uraian profil Gampong Paloh Tinggi sebagai konteks lokal.

Gampong Paloh Tinggi merupakan salah satu dari 48 Gampong yang ada
di wilayah/hukum Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Gampong ini
seluas120 Ha dengan persentase terhadap luas kecamatan yaitu 1,85% dari luas
Kecamatan Mutiara Timur, dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4,0 Km, dan
jarak ke lbu Kota Kabupaten 18,0 Km.® Kecamatan Mutiara Timur punya 7
(tujuh) wilayah mukim yaitu Mukim Adan, Mukim Jeurat Manyang, Mukim Alue
Batee, Mukim Tiba, Mukim Usi, Mukim Gumpueng,dan Mukim Ujong Rimba.
Dalam hal ini, Gampong Paloh Tinggi berada-di wilayah administratif Mukim
Jeurat Mayang, dan bersama. empat,gampong Jlainnya, yaitu Gampong Mesjid
Jeurat Manyang, Gampong Sage. Teumpeun, dan terakhir Gampong Karieng.
Gampong Paloh Tinggi dibagi ke dalam 3 dusun.”

Secara administrasi pemerintahan Gampong Paloh Tinggi mempunyai

kesamaan dengan wilayah lainnya, yaitu dipimpin oleh seorang keuchik, atau

%Tim Penyusun, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dalam Angka 2025 (Pidie:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2025), him. 8-10.

%Di Aceh, istilah gampong atau gampoeng sama dengan desa yaitu wilayah administratif
terkecil yang ada di Aceh, ataupun persekutuan masyarakat hukum adat terkecil di Aceh. Adapun
mukim atau kemukiman, merupakan wilayah administratif yang mewilayahi beberapa gampoeng,
dan disebut juga dengan wilayah administratif yang mengkoordinasikan beberapa gampong dalam
wilayah di kecamatan. Al Yasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi
Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020),
him. 133; Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus
Khalwat di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), him. 122.
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kepala desa beserta jajaran pemerintahan gampong. Selain keuchik, di bidang
pembinaan kehidupan adat, dikenal juga elemen tuha peut. Istilah tuha peut,
bermakna: “Tuha Peut literally “Four Members”, four elderly chosen among
villagers to be consulted in village affairs”, (Tuha Peut secara harfiah berarti
“Empat Anggota”, yaitu empat orang tua yang dipilih di antara penduduk desa
untuk dimintai pendapat di dalam urusan desa).!®® Gampong Paloh Tinggi juga
memiliki unsur tuha peut dalam menjalankan roda pemerintahan dan di dalam
melakukan pembinaan kehidupan adat masyarakat:

Berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil tahun 2024, jumlah
Penduduk Kecamatan Mutiara Timur tahun 2024 berjumlah 36.324 jiwa yang
terdiri dari 17.888 jiwa atau dengan persentase 49,25% laki-laki dan 18.436 jiwa
atau dengan persentase 50,75% perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah
penduduk di Kecamatan Mutiara Timur terdapat di Desa Gampong Lada dengan
proporsi terbesar yaitu 1.531 jiwa (4,21%) dan proporsi terendah di Desa Rinti
yaitu 298 jiwa (0,82%).°* Secara khusus, jumlah penduduk yang ada di Gampong
Paloh Tinggi berjumlah.1.052 jiwa atau 2,90%. Sementara, jumlah keluarga di
Gampong Paloh Tinggi adalah-327 ‘dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3,2,

sebagaimana dapat dilihat pada tabel-berikut:
Tabel 4.1. Penduduk di Gampong Paloh Tinggi

Penduduk
Gampong 3 —
m ata-
Lk Pr T R P K Kel. Rata
Paloh Tinggi 535 517 1.052°.103,5 2,90 876,7 327 3,2

Sumber: BPS Kecamatan Mutiara Timur, 2025.
Ket: Lk: Laki-Laki, Pr: Perempuan, T: Total, R: Rasio, P: Persentase, K: Kepadatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Gampong Paloh
Tinggi menyumbang 2,90% dari total penduduk di Kecamatan Mutiara Timur,

dengan jumlah 1.052 jiwa yang tersebar di dalam 327 keluarga, menunjukkan

10Arndt Graf, Susanne Schroter, dan Edwin Wieringa, Aceh: History, Politics and
Culture (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), him. 341.

101Tim Penyusun, Kecamatan Mutiara..., him. 34.
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rata-rata 3,2 anggota per keluarga. Meskipun bukan desa dengan konsentrasi
tertinggi, angka ini menempatkan Paloh Tinggi di dalam kategori desa dengan
kepadatan penduduk menengah dan jauh di atas Desa Rinti yang hanya 0,82%.
Rasio keluarga terhadap jumlah penduduk mencerminkan struktur demografis
yang relatif stabil yang bisa menjadi dasar perencanaan pelayanan publik dan

pembangunan sosial di tingkat gampong.

B. Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak.Perempuannya Ditinjau dari
Perspektif MazhabHanbali

Mahar merupakan hak istri dari-suaminya, baik yang sudah ditetapkan di
dalam akad dan kesepakatan bersama (mahr al-musamma), maupun mahar yang
belum ditentukan tetapi besarannya ditetapkan sesuai jumlah mahar.yang diterima
oleh wanita tempat di mana mempelai wanita hidup (mahr al-misil). Hal ini telah
disepakati oleh para ulama. Namun demikian, di dalam beberapa masalah, ulama
mazhab justru berbeda pendapat, khususnya mengenai hukum orang tua atau ayah
mengambil mahar anaknya.

Mazhab Hanbali, merupakan salah satu mazhab yang berbeda pandangan
dengan jumhur ulama mengenai masalah ini<Bagi mazhab Hanbali, meski mahar
itu hak dari mempelai perempuan, namun ayah perempuan itu juga memiliki hak
atas mahar dan ayah dapat menggunakan-sebagian atau seluruh dari mahar itu. Di
antara ulama mazhab Hanbali yangimenyatakanthal demikian ialah Ibn Qudamabh.
Dalam kitabnya Al-Mughni (merupakan salah satu kitab yang cukup representatif
dalam mazhab Hanbali), dinyatakan bahwa seorang ayah dapat dan diperbolehkan
mengambil mahar anaknya.'%? Dalam hal ini, Ibn Qudamah menyatakan sebagai
berikut'

[
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192Qudamah, Al-Mughni..., him. 756.
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(Masalah): Dikatakan. “Seklranya seorang lelaki menikahi seorang wanita
dengan mahar seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka itu boleh.
Jika dia menceraikannya sebelum dukhiil (jima ), maka ia kembali kepada
wanita itu dengan setengah dari dua ribu itu, serta tidak ada kewajiban atas
ayah dari apa yang telah.dia ambil. Mayoritas ulama membolehkan ayah
perempuan mengambil sesuatu dari mahar putrinya untuk dirinya sendiri,
dan demikian pula pendapat Ishag. Diriwayatkan pula dari Masruq bahwa
ketika ia menikahkan putrinya, dan ia mensyaratkanuntuk dirinya sepuluh
ribu, lalu ia gunakan untuk haji dan juga fakir miskin, kemudian ia berkata
kepada suami: “Persiapkanlah istrimu.” Riwayat serupa juga datang dari
Ali bin al-Husain.1%

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanbali, mahar itu
boleh diambil oleh ayahnya. Bahkan, syarat yang dibuat ayat supaya laki-laki atau
calon suami anaknya untuk memberi bagian mahar kepadanya, baik sebagian atau
seluruhnya, maka hal tersebut sah menurut mazhab‘Hanbali. Hal ini sebagaimana

dipahami dari ulasan pendapat Al-Buhtitt berikut ini:
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Pasal: Seorang ayah dari perempuan merdeka (yaitu bukan budak) boleh
mensyaratkan sebagian dari mahar anaknya untuk dirinya sendiri, bahkan
seluruhnya, selama ia termasuk orang yang sah memiliki harta. Maka hal
itu dianggap sebagai pengambilan dari harta anaknya. Apabila akad nikah
dilaksanakan dengan ketentuan seribu dirham untuk anak perempuan dan

103Qudamah, Al-Mughni..., him. 25,
104Qudamah, Al-Mughni..., him. 756.
10SA|_Buhiiti Al-Hanbalt, Kasyyaf 41-Qind’.., him. 151-152.
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seribu dirham untuk ayahnya maka akadnya sah, dan seluruhnya dianggap
sebagai mahar anak perempuan. Apabila akad dilakukan dengan ketentuan
bahwa seluruh mahar untuk ayahnya, maka sah juga, serta tetap dianggap
sebagai mahar anak perempuan. Namun demikian ayah tidak memiliki hak
atas mahar itu kecuali setelah dia menerimanya dengan niat memilikinya.
Syaratnya ialah tidak merugikan harta anak perempuan. Hal ini disebutkan
dalam kitab Al-Mujarrad oleh Ibn Aqil, Muwaffaq dan pensyarah lainnya.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, bahwa apabila
seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar seribu (dirham) diberi pada
ayahnya, maka pernikahan-itu sah. Keduanya, yaitu.ayah serta anak perempuan,
dianggap sebagai penerima mahar tersebut.'®® Dari pendapat ini, dapat dimengerti
bahwa penerima mahar dalam mazhab Hanbali tidak hanya anak perempuan yang
menjalani pernikahan saja, tetapi juga ayah. Ibn Qudamah menambahkan bahwa
Jika suami dari anaknya menceraikan sebelum terjadi hubungan suami-istri atau
qabla dukhul setelah mahar diterima, maka dia (suami) berhak menuntut kembali
seribu dari perempuan tersebut, sementara mahar yang sudah diterima ayah tidak
ada tanggungan apa pun,’®® Pendapat.]bn Qudamah tersebut dapat dipahami
dalam kutipan berikut ini:
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Pasal: Bila seorang laki-laki menikah seorang wanita dengan mahar seribu
untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka akad nikah tersebut itu sah, dan
keduanya menjadi mahar bagi si wanita. Jika ia menceraikannya sebelum
dukhul (jima’), setelah keduanya telah diterima, maka dia kembali kepada
wanita itu dengan seribu, dan tidak ada kewajiban atas ayah dari apa yang

1%8bn Qudamah, Al-Mugni’: Figh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani (Jeddah:
Maktabah Al-Sawadi, 2000), hIm. 320.

197Qudamah, Al-Mugni’..., him. 320.
1%8Qudamah, Al-Mugni’..., him. 320.



40

telah ia ambil. Sekiranya yang menerima itu selain ayah, maka seluruhnya
menjadi milik wanita, bukan milik orang tersebut. Bagi ayahnya itu, boleh
menikahkan putrinya (baik itu gadis maupun ia janda) dengan mahar yang
kurang dari mahar misil meski putrinya tidak menyukai. Jika selain ayah
melakukannya dengan izin putrinya, maka sah dan juga tidak ada hak bagi
orang lain untuk mengingkari. Jika selain ayah melakukannya tanpa izin
putrinya maka wajib ditetapkan mahar misil itu. Ada kemungkinan bahwa
suami tidak wajib kecuali membayar mahar yang disebutkan, dan sisanya
menjadi tanggungan wali, sebagaimana seorang wakil dalam jual beli.'®

Kaitan dengan cerai gabla. dukhil, sebetulnya telah disepakati olah ulama
mazhab—bukan hanya dalam mazhab Hanbali—bahwa sekiranya suami bercerai
atau menceraikandstrinya sebelum menjimak atau bersenggama dengan isterinya
(artinya, istri sama sekali belum pernah digauli setelah akad nikah berlangsung),
maka istrinya harus mengembalikan sebagian mahar kepada suaminya itu. Namun
dalam mazhab Hanbali, pengembalian itu hanya berlaku untuk bagian perempuan
saja, sementara untuk bagian ayah yang sudah diterimanya, maka suami tidak bisa
menuntut pengembaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ayah atas mahar
tersebut murni menjadi milik ayah tanpa perlu diganggu gugat. Sekiranya bagian
ayah itu'diambil dari bagian anak perempuan, atau bahkan seluruhnya, maka ayah
juga tidak dibebani untuk mengembalikannya. Oleh sebab itu, mencermati ulasan
Ibn Qudamah tersebut, dapat diketahuibahwa ayah memang memiliki hak mahar,
dan ayah juga boleh mengambiinya, boleh-menggunakannya, dan boleh membuat
syarat dalam akad nikah agar laki-laki tersebut memberikan sebagian mahar atau
bahkan selurunya.

Pendapat tersebut memberikan pemahaman, seorang ayah dari perempuan
merdeka boleh mensyaratkan sebagian atau seluruh mahar anaknya untuk dirinya
sendiri, selama dia termasuk orang yang sah memiliki harta dan tidak merugikan
anaknya. Imam Al-Buhiti mendasari pendapat tersebut pada kisah Nabi Syuaib
AS., yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa AS dengan syarat agar harus

menggembalakan kambing, serta hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa anak

19Qudamah, Al-Mugni’..., him. 320.
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dan hartanya adalah bagian dari usaha orang tuanya. Apabila ayah mensyaratkan
bagian dari mahar untuk dirinya, akad nikah tetap sah dan mahar tetap milik anak
perempuan, meskipun sebagian dari mahar itu diberikan kepada ayah dengan niat
kepemilikan. 11

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Muflih, sebagaimana dapat
dipahami dari pendapat berikut:
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Pasal: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar
seribu/irham untuk perempuan dan seribu dirham untuk ayahnya, maka
akadnya sah. Sebab, sekiranya sekalipun ayah mensyaratkan semua mahar
untuk dirinya sendiri, akad tetap sah. Maka jika ia mensyaratkan sebagian,
tentu lebih sah lagi. Bahkan hal tersebut lebih utama dan lebih kuat secara
hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam fikih Hanbali,
pendekatan mengenai hak ayah terkaitinahar anak perempuannya diakui sebagai
hak yang boleh dimiliki.ayah. Pandangan Al-Buhtiti dan Ibn Muflih (sama-sama
ulama mazhab Hanbali) terdahulu menyatakan bahwa ayah boleh memiliki mahar
bahkan bisa juga mensyaratkan sebagian.ataupun semua dari mahar untuk dirinya
dalam akad nikah, dan akad tersebut tetap dianggap sah selama tidak merugikan
anak. Mahar tetap dihitung sebagai milik-anak perempuan, namun ayahnya dapat
memilikinya secara sah jika dia-menerimanya dengan.niat kepemilikan dan tidak
melampaui batas keadilan. Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Hujawi
Al-Hanbali, bahwa seorang ayah boleh mengambil bagian dari sisa mahar, dengan
syarat tidak merugikan anak perempuan, dan boleh juga mensyaratkan agar mahar

diberikan kepada ayah baik sebagian atau seluruhnya.'? Sebaliknya dilihat dalam

H1OAI-Buhiitt Al-Hanbali, Kasyyaf Al-Qina’..., him. 151-152,
11 Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Muflih
Al-Hanbali, Al-Mubdi’ Syarh Al-Mugni’ (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Tlmiyyah, 1997), him. 202.

U2A|-Hujawi Al-Hanbali, Al-Igna’ Ii Talib..., him. 212-213.
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pandangan jumhur ulama mazhab, terdiri dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki,
dan Al-Syafi’1,}*? justru pendekatannya cenderung lebih protektif terkait hak-hak
anak perempuan dan menekankan bahwa mahar adalah hak eksklusif pihak yang
dinikahi, bukan hak wali (terutama ayah anak). Bahkan, sekiranya ayah membuat
syarat mahar itu harus ada bagian untuknya, maka syaratnya batal.

Dalil yang digunakan ulama mazhab Hanbali merujuk kepada Al-Qur’an
dan hadis. Ayat Al-Qur’an yang digunakan ialah QS. Al-Qasas [28] ayat 27, yang
menyebutkan tentang kisah'Nabi Syuaib yang menikahkan putrinya dengan Nabi
Musa. Adapun bunyi ayatnya yaitu:
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Dia (ayah kedua perempuan itu, maksud"nya adalah Nabl SyHalb) berkata
“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari
kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja
padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh
tahun, itu adalah (suatu ckebaikan) darimu./Aku tidak bermaksud
memberatkanmu.. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik.

-0 /}/5/}; -

Menurut Al-Mardawt Al-Hanbali, mahar yang diberikan kepada ayah dan
anak perempuan adalah sama-samamahar dan-akadnya sah. Jika seorang laki-laki
menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu untuk perempuan seribu untuk
ayahnya, maka akadnya sah, yang keduanya dihitung sebagai mahar perkawinan.
Jika suami menceraikannya sebelum terjadi hubungan (dukhiil), setelah keduanya
(anak perempuan dan ayah) menerima mahar, maka suami wajib mengembalikan
seribu pada perempuan, dan tidak ada kewajiban apa pun atas ayah terkait bagian
yang telah ia ambil.}'* Al-Mardaw1 menyatakan bahwa ini adalah pendapat resmi

dalam mazhab Hanbali, dinyatakan secara tegas dan diikuti oleh mayoritas ulama

18Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 252-253.

4Al1a’uddin Abi Al-Hasan Al bin Sulaiman al-Mardawi Al-Hanbali, Al-Insaf fi
Ma rifah Al-Rajih min Al-Khilaf ‘ala Mazhab Al-Imam Mujabbal Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar
Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1956), hlm. 248-249.
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mazhab Hanbali. Namun, disyaratkan bahwa ayah harus termasuk orang yang sah
secara syar i untuk memiliki harta misalnya ayat tidak menggunakan mahar untuk
berfoya-foya atau digunakan untuk hal-hal maksiat dan lainnya. Al-Mardawi juga
menyebutkan bahwa apabila disyaratkan bahwa seluruh mahar untuk ayah, maka
akad tetap sah, sebagaimana kisah Nabi Syuaib AS,'*® yang termuat dalam QS.
Al-Qasas [28] ayat 27 di atas.

Landasan hukum lainnya merujuk kepada dua riwayat hadis, salah satunya
adalah riwayat hadis Ibn Majah dari Jabir yang mengemukakan bahwa anak serta
harta anak adalah menjadi milik ayahnya. Adapun bunyi hadisnya dapat dipahami
berikut:
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Seorang Iakl laki datang pada Nabi SAW dan berkata “Waha1 Rasulullah
aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin menghabiskan hartaku.
Maka Rasulullah SAW bersabda: “Engkau dan juga hartamu adalah milik
ayahmu. (HR. Tbn Majah).

Hadis ini menunjukkan besarnya hak dan kedudukan ayah di dalam Islam,

//

namun para ulama Mazhab Hanbali menegaskan bahwa hak tersebut tetap dibatasi
oleh syarat'keadilan dan tidak boleh-merugikan anak. Meskipun ayah mengambil
mahar anak, tetapi jangan sampai merugikan anak, dalam artian bahwa mahar itu
boleh diambil apabila tidak' memudaratkan anak. Misalnya, hanya mahar itu saja
yang dimiliki anak, maka orang tua boleh mengambilnya tetapi tidak sampai pada
tahap menyusahkan anak, dan adanya keadilan bagi anak.

Al-Hujaw1 Al-Hanbali mengemukakan ada 6 (enam) syarat seorang ayah
dapat mengambil harta anaknya, termasuk mahar anak. Seorang ayah—dan hanya

ayah—jika ia seorang yang merdeka boleh memiliki harta anaknya sebanyak yang

15A]-Mardawi Al-Hanbali, Al-Insaf fi Ma rifah..., him. 248-249.

16 AbT Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Riyad: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), him. 238.



44

ia kehendaki, baik di dalam keadaan ayah membutuhkan maupun tidak, saat anak
masih kecil maupun sudah dewasa, dengan kerelaan anak atau tanpa kerelaannya,
serta dengan sepengetahuan anak ataupun tanpa sepengetahuannya. Hak ini tidak
berlaku bagi ibu, kakek, atau selain keduanya. Namun, hal ini dibatasi oleh enam
syarat:1t’

1. Harta yang diambil harus melebihi kebutuhan anak agar tindakan tersebut
tidak membahayakan anak. Sehingga ayah tidak boleh mengambil sesuatu
yang sangat dibutuhkan oleh anak.

2. Ayah tidak boleh memberi harta tersebut kepada anaknya yang lain karena
itu bukan hak miliknya secara mutlak.

3. Tidak boleh dilakukan saat salah satu dari mereka sedang di dalam kondisi
sakit yang mengarah pada kematian, supaya tidak menimbulkan sengketa
warisan atau tuduhan manipulasi.

4. Ayah tidak boleh kafir sementara anaknya muslim, terutama apabila anak
sebelumnya kafir lalu-masuk Islam.

5. Harta yang diambil harus berupa barang yang nyata dan ada saat itu, bukan
janji-atau utang.

6. Kepemilikan ayah atas harta anakterjadi melalui pengambilan (atau gabd)
disertai ucapan atau niat, dan tidak sah jika belum dilakukan.
Al-Mardawi Al-Hanbali menyatakan, bahwa sah-sah saja ayah mengambil

bagian dari mahar anak perempuannya; baik pengambilan itu merugikan anaknya
ataupun tidak. Al-Zarkasyi sebagaimana dikutip Al-Mardawi menyatakan bahwa
ini dari pernyataan Imam Ahmad RA, Al-Qadi dalam komentarnya, serta Aba Al-
Khattab, dan sekelompok ulama lainnya. Namun, sebagian ulama seperti Al-Qadi
dalam Al-Mujarrad, Ibn ‘Aqil, serta pensyarah kitab lainnya mensyaratkan bahwa
pengambilan tersebut tidak boleh merugikan anak perempuan. Jadi ayah memiliki

hak terkait bagian mahar yang dia syaratkan untuk dirinya langsung melalui akad,

W AI-Hujawi Al-Hanbali, Al-Igna’ Ii Talib..., him. 212-213.
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sebagaimana ia memiliki hak atas harta lainnya bahkan jika ia meninggal sebelum
menerima mahar tersebut, maka bagian itu masuk ke dalam warisannya.8

Dalil hadis yang kedua yang menjadi rujukan ulama mazhab Hanbali ialah
riwayat Abii Dawud, menegaskan bahwa harta yang paling baik dan halal adalah
hasil usaha sendiri, dan anak termasuk bagian dari usaha orang tua. Dalam fikih,
hadis ini menjadi dasar bahwa orang tua memiliki hak tertentu atas harta anaknya,
selama tidak merugikan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Adapun bunyi hadis

tersebut adalah:
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Dari A’isyah RA., dari Nabi SAW beliau bersabda: Sesungguﬁnya sebaik-
baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya, dan
sesungguhnya anaknya termasuk bagian dari usahanya. (HR. Abti Dawud)

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat dipahami bahwa pendapat Mazhab
Hanbali yang membolehkan ayah mengambil bagian mahar anak perempuannya
cenderung menggunakan metode penalaran ataudstinbat hukum bayani. Metode
bayant ialah-pendekatan istinbat yang berlandaskan pada teks eksplisit (nas) dari
Al-Qur’an atau hadis, dengan fokus padadafal, struktur kalimat, dan makna zahir.
Metode ini disebut juga metode /ughawiyyah.*?® Dalam metode bayani ini, hukum
ditetapkan berdasarkan pemahaman fangsung terhadap dalil tekstual, tanpa perlu
mempertimbangkan illat rasional-ataupun.maslahat kontekstual secara mendalam.
Dalam kaitannya dengan penerapan dalam hadis tersebut, dipahami secara literal
bahwa anak dan hartanya berada dalam kepemilikan ayah. Redaksi hadis tersebut
dianggap sebagai nas sarih (teks eksplisit) yang menunjukkan hak ayah atas harta

anak, termasuk mahar. Selain itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak adalah

H8A|-Mardawi Al-Hanbali, Al-Insaf fi Ma rifah..., him. 248-249.
19AbT Dawud Sulaiman bin Al-Asy’as Al-Sajastani, Sunan Ab7 Dawud (Riyad: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420), him. 411.

120A] Yasa’ Abubakar, Metode Istis/ahiah: Pemanfaatan 1imu Pengetahuan dalam Ushul
Figh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 109.
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bagian dari usaha orang tua. Di dalam konteks penalaran bayant, ini memperkuat
makna bahwa hasil dari anak, termasuk mahar dapat dianggap sebagai bagian dari
hak ayah. Sehingga, kesimpulan hukumnya ayah boleh mengambil sebagian atau
seluruh mahar anaknya, selama tidak merugikan anak dan dilakukan dengan niat
kepemilikan yang sah. Ini adalah hasil dari pemahaman zahir terhadap teks, bukan
analisis illat atau pertimbangan maslahat.

Mazhab Hanbali membolehkan ayah mengambil sebagian ataupun seluruh
mahar anak perempuan dengan syarat tidak merugikan hak anak, serta dilakukan
dengan niat kepemilikan yang sah. Pandangan ini berlandaskan kepada penalaran
berbasis teks eksplisit dari hadis. Meskipun pendekatan ini memberi ruang bagi
otoritas ayah sebagai wali, sebagian ulama Hanbali tetap menetapkan batas-bagas
melalui‘prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagaimana dijelaskan oleh
Ibn Muflih (w. 763 H) Al-Hujawt (w. 968 H), dan pendapat Al-Buhttt (w. 1051
H) sebelumnya. Artinya, walaupun ada hak ayah dalam mahar, tetapi mengambil
mahar tanpa menghiraukan aspek keadilan dan perlindungan hak anak juga tidak
dibenarkan menurut sebagian besar ulama mazhab Hanbali, dan dibolehkan oleh

sebagian kecil ulama mazhab Hanbalf.

C. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong-Paloh Tinggi Mengenai Bapak
Mengambil Mahar Anaknya

Konteks adat dan praktik pernikahan di tengah masyarakat memiliki aspek
keunikan tersendiri, salah satunya dalam menentukan mahar, jenis mahar maupun
otoritas orang tua dalam mengambil dan menggunakan mahar anak-anaknya. Di
Gampong Paloh Tinggi, mahar tidak hanya dipahami sebagai suatu hak eksklusif
perempuan, namun sebagai bagian dari dinamika keluarga yang melibatkan peran
orang tua, khususnya ayah. Untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat
memaknai dan memperlakukan mahar di dalam hubungan antara anak perempuan
dan ayahnya, peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh, seperti
keterangan Muhammad, selaku Keuchik Gampong Paloh Tinggi, mengemukakan

bahwa penentuan jumlah mahar dalam pernikahan umumnya dilakukan orang tua
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perempuan. la menyebut bahwa meskipun mahar secara hukum adalah milik anak
perempuan, di dalam praktik adat, ayah atau orang tua sering mengambil sebagian
dari mahar tersebut untuk menutupi biaya pesta pernikahan. Menurutnya, hal ini
sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang dianggap wajar selama tidak
merugikan anak.*?!

Umumnya, jumlah mahar yang berlaku di Gampong Paloh Tinggi adalah
emas dengan besaran 10 hingga 15 mayam. Hal ini dikemukakan oleh Arbiana,
selaku tuha peut,? disinggting pula oleh Muhammad selaku keuchik Gampong
Paloh Tinggi.'® Arbiana mengemukakan bahwa di dalam banyak kasus, mahar
ditentukan oleh orang tua perempuan, bukan oleh anak itu sendiri. la menekankan
bahwa mahar memang milik anak perempuan, tetapi dalam kondisi tertentu, orang
tua boleh mengambilnya, terutama ketika ada keperluan mendesak seperti biaya
pesta, acara 7 bulanan, bahkan ada juga digunakan untuk membayar utang orang
tua. Prosesnya adalah orang tua menanyakan kepada anak perempuan tersebut,
dan tentu diketahui oleh menantunyaahwa sebagian mahar tersebut digunakan
untuk keperluan acara itu.'** Saiful Bahri (tokoh.masyarakat) menyatakan bahwa
masyarakat.Gampong Paloh Tinggi memandang-mahar ini sebagai sebuah simbol
penghormatan kepada perempuan; namun pelaksanaannya tetap berada di tangan
orang tua. la menyebutkan bahwa ayah.boleh mengambil sebagian mahar untuk
keperluan pesta ataupun acara adat misalnya kenduritujuh bulanan, selama anak
perempuan tidak keberatan. Prosesnya yaitu-orang tua-bertanya kepada anaknya,
dan diketahui pula oleh suami-anaknya bahwa biaya acara diambil dari mahar.

Menurutnya, hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dalam keluarga.?®

121Hasil Wawancara dengan Muhammad, Keuchik, pada Tanggal 6 September 2025, di
Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

122Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet, Tanggal 6 September 2025 di Gampong
Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

123Hasil Wawancara dengan Muhammad, Keuchik...,, pada Tanggal 6 September 2025.
124Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet..., pada Tanggal 6 September 2025.

125Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri, Tokoh Masyarakat, Tanggal 6 September 2025
di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.
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M. Saini (Imum Meunasah) menegaskan, secara syar i, mahar adalah hak
penuh perempuan. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktik lokal, ayah kadang
mengambil bagian dari mahar untuk keperluan keluarga. Pengambilan mahar itu
dilakukan dengan izin dan kerelaan anak, supaya tidak menimbulkan konflik atau
ketidakadilan di dalam rumah tangga. Mahar biasanya digunakan untuk keperluan
anak perempuan yang melaksanakan pernikahan, misalnya digunakan untuk acara
pernikahan itu sendiri.*?

Muniamin/Nurdani(pasangan suami istri) juga menyatakan bahwa dalam
pernikahan mereka, mahar ditentukan oleh orang tua perempuan dan sebagiannya
digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Mereka sepakat bahwa mahar itu
adalah milikistri, akan tetapi jika orang tua mengambil sebagian untuk keperluan
keluarga, itu dianggap sebagai bentuk kontribusi anak terhadap orangtua, selama
dilakukan dengan kesepakatan.?’

Nurbaiti/Muhammad (pasangan suami istri) mengemukakan bahwa mahar
pernikahan mereka digunakan sebagianuntuk membayar/utang orang tua. Mereka
menyebut bahwa hal ini sudah dibicarakan sebelumnya serta disepakati bersama.
Bagi mereka, membantu orang tua‘dengan mahar bukanlah bentuk pengambilan
paksa melainkan wujud dari bakii-dan tanggung jawab anak terhadap keluarga.?®
Nurjani/M. Yakob (pasangan suami dan_istri) menyebutkan bahwa mahar yang
diberikan saat pernikahan mereka sepenuhnya milik istri, tapi sebagian digunakan
untuk acara tujuh bulanan dan pesta keluarga. IMiereka-menilai pengambilan oleh
ayah dilaksanakan dengan persetujuan anak perempuan. Prosesnya sama yaitu

orang tua meminta sebagian mahar untuk keperluan acara.'?

126H4asil Wawancara dengan M. Saini, Imum Meunasah, pada Tanggal 6 September 2025
di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

127Hasil Wawancara dengan Muniamin/Nurdani, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6
September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

128Hasil Wawancara dengan Nurbaiti/Muhammad, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6
September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

129Hasil Wawancara dengan Nurjani/M. Yakob, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6
September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikemukakan beberapa poin
penting sebagaimana dipahami dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Penggunaan Mahar oleh Orang Tua/Ayah.

No. Aspek Keterangan

Mahar ditentukan oleh orang tua berdasarkan adat umum di

L FEMETITET) [Ty masyarakat. Umumnya 10-15 mayam emas.

2 Hak Mahar Mahar menjadi.hak istri (anak perempuan)

Orangrtua atau ayah'menggunakan mahar:

1. Untuk Biaya Pesta Perkawinan

2.Untuk Biaya Acara 7 Bulanan

3. Untuk Biaya‘Membayar Hutang Orang Tua

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

3 Penggunaan Mahar

Dari hasil wawancara dengan tujuh informan di Gampong Paloh Tinggi,
terlihat bahwa persepsi masyarakat mengenai pengambilan mahar oleh ayah anak
perempuan cenderung bersifat permisif yang berbasis adat. Mayoritas informan
menyatakan bahwa penentuan jumlah mahar dilakukan orang tua perempuan, dan
atas dasar kebiasaan umuniyang berlaku'di wilayah'Kabupaten Pidie umumnya,
dan di wilayah Gampong Paloh Tinggi secara khusus. Ini menunjukkan dominasi
peran wali/ayah atau kedua orang tua di dalam/proses pernikahan diperhitungkan,
paling tidak dalam menentukan jumlah mahar, dan orang tua jua dapat memakai,
mengambil atau menggunakan -mahar itu, khususnya untuk keperluan pesta, acara
7 bulanan, dan juga digunakan untuk membayar hutang orang tua.

Secara umum, masyarakat mengakui bahwa mahar merupakan hak milik
perempuan secara penuh, namun dalam praktiknya, ayah ataupun orang tua sering
mengambil sebagian untuk keperluan pesta pernikahan, kenduri tujuh bulanan,
atau bahkan untuk membayar utang orang tua. Pendapat ini menunjukkan adanya
pemahaman kolektif di masyarakat Gampong Paloh Tinggi, bahwa mahar itu bisa
digunakan untuk pesta perkawinan, di mana pihak yang mengelola dan mengatur
penggunaannya itu adalah orang tua atau ayah.

Persepsi masyarakat tersebut dapat direduksi sebagaimana digambarkan

sebagai berikut:
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Diakui Namun, ayah/

Mahar Sebagai Ha}k — orang tua boleh
Mempelai

L menggunakan
Perempuan

Gambar 3.1. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Mengenai

Bapak Mengambil.Mahar Anaknya
Sumber: Data Hasil Direduksi dari-Wawancara, 2025.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh masyarakat di
Gampong Paloh.Tinggi menilai bahwa mahar pada dasarnya-hak penuh dari calon
mempelai perempuan. Pandangan ini berakar dari pemahaman terhadap ketentuan
dalam hukum Islam. Sebab, hukum Islam menetapkan mahar adalah hak wanita
yang dinikahi. Masyarakat Gampong Paloh Tinggi secara keseluruhan beragama
Islam, dan pemahaman terhadap ajaran Islam juga cukup tinggi, termasuk terkait
hukum keluarga. Oleh sebab itu, berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya,
tokoh masyarakat menilai bahwa pada asalnya, mahar tersebut adalah bagian dari
hak perempuan yang dinikahi.

Namun demikian, orang tua atau ayah juga dapat menggunakan mahar itu
atas persetujuan dari anak perempuan yang ia nikahkan. Artinya, meskipun tokoh
masyarakat menilai mahar sebagai hak penuh perempuan, tetapi orang tua dapat
menggunakan mahar untuk keperfuanpernikahan anak 1tu sendiri, misalnya untuk
biaya acara pesta perkawinan, atau pesta kehamilan 7 bulan. Bahkan dalam kasus
yang peneliti temuan, ada juga mahar itu digunakan untuk membayar utang orang
tua. Artinya, distribusi mahar di Gampong Paloh Tinggi relatif elastis, meskipun
dipahami dan diakui sebagai hak mempelai perempuan, tetapi dalam keadaan dan
kondisi tertentu dapat digunakan oleh orang tua, atau khususnya ayah kandung di
dalam memenuhi kebutuhannya atau membayar utangnya.

Terdapat variasi dalam batas pengambilan mahar. Arbiana serta pasangan

Nurbaiti/Muhammad secara eksplisit menyatakan bahwa mahar digunakan untuk
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membayar utang orang tua, yang menunjukkan bahwa penggunaan mahar untuk
kepentingan orang tua, dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan anaknya.
Sementara itu, tokoh agama seperti M. Saini, kemudian keterangan keuchik, dan
informan lainnya menekankan pentingnya izin dan asas kerelaan anak perempuan
sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak anak, dan penggunaannya pun
terkait dengan anak, yaitu pesta pernikahan dan acara 7 bulanan. Dengan begitu,
persepsi masyarakat Gampong Paloh-Tinggi mengenai mahar adalah sepenuhnya
milik anak perempuan, akan tetapi dapat diambil dan digunakan untuk keperluan
pesta, acara 7 bulanan, maupun untuk digunakan untuk kepentingan orang tua saja

khususnya dalam membayar hutang.

D. Relevansi Pendapat Ulama Mazhab Hanbali terhadap Kasus Yang Ada
Di Gampong Paloh Tinggi

Relevansi pendapat ulama Mazhab Hanbali terhadap kasus pengambilan
mahar oleh ayah di Gampong Paloh Tinggi dapat dilthat dari kesesuaian di antara
konstruksi hukum fikih dan praktik sosiakimasyarakat. Di dalam Mazhab Hanbali,
terdapat pendapat yang membolehkan ayah mengambil sebagian ataupun seluruh
mahar anak perempuannya, bahkan mensyaratkan hal tersebut dalam akad nikah,
selama tidak merugikan anak dan dilaksanakan dengan niat kepemilikan yang sah.
Hal ini sebagaimana dipahami dari-Keterangan Ibnu Muflih, Al-Hujawi, serta Al-
Mardaw1 sebelumnya.

Pandangan tersebut berlandaskan pada metode bayani, penalaran berbasis
teks eksplisit dari hadis seperti “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu” dan
“Sesungguhnya anakmu termasuk bagian dari usahamu”. Dalam konteks ini ayah
dipandang memiliki hak tertentu atas harta anaknya sebagai bagian dari tanggung
jawab dan kontribusi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum fikih
dapat memberikan ruang bagi otoritas orang tua dalam pengelolaan mahar, selama
tetap berada dalam koridor keadilan, baik mahar tersebut dipergunakan untuk diri
pribadi ayah, seperti memenuhi kebutuhannya, membayar hutangnya, atau untuk

kepentingan lain anak perempuannya.
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Di Gampong Paloh Tinggi, praktik pengambilan mahar oleh orang tua dan
khususnya ayah, bukanlah hal yang asing. Berdasarkan hasil wawancara dengan
tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa meskipun mahar ini secara prinsip
dianggap sebagai hak mempelai perempuan, di dalam praktiknya orang tua sering
mengambil sebagian untuk keperluan pesta pernikahan, kenduri tujuh bulanan di
saat anak perempuannya hamil, ataupun bahkan untuk membayar utang keluarga.
Hal ini sebagaimana dipahami dariketerangan Nurbaiti/Muhammad (pasangan
suami istri) mengemukakan'bahwa mahar pernikahan mereka digunakan sebagian
untuk membayar utang orang tua.** Selain itu, di dalam penentuan jumlah mahar
pun umumnya‘dilakukan pihak orang tua perempuan, dengan kesepakatan lebih
awal di antara mempelai perempuan dengan calon laki-laki yang akan menjadi
suaminya.*®!

Ini menunjukkan adanya dominasi peranan wali dalam proses pernikahan
secara sosial. Meskipun tidak selalu disertai dengan pencatatan formal atau syarat
eksplisit dalam akad, pengambilan mahar oleh ayah dianggap sebagai bagian dari
kesepakatan keluarga serta nilai kebersamaan yang sudah biasa berlaku di tengah-
tengah masyarakat.

Kesesuaian dan relevansi-antara pandangan ulama Hanbali dengan praktik
masyarakat gampong Paloh Tinggi terletak pada adanya penggunaan mahar untuk
keperluan ayahatau orang tua. Artinya, antara mazhab Hanbalf dan di masyarakat
Gampong Paloh Tinggi- memiliki-kesamaan dalam-artian penggunaan mahar atau
pengambilan mahar oleh orang tua atau ayah. MesKipun begitu, ada sisi perbedaan
yang membedakan antara konstruksi hukum normatif yang ditetapkan dalam fikih
mazhab Hanbali dengan praktik sosial masyarakat adalah pada kekuatan otoritas
yang dimiliki seorang ayah dalam mengambil dan menggunakan mahar. Di dalam

mazhab Hanbali, ayah bisa mengambil dan menggunakan mahar meskipun tanpa

130Hasil Wawancara dengan Nurbaiti/Muhammad, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6
September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

131Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet..., pada Tanggal 6 September 2025.
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persetujuan anaknya. Sementara, dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, ayah
tidak memiliki otoritas sejauh itu, dan ayah hanya mengambil dan menggunakan
mahar setelah ada kesepakatan dan musyawarah dengan mempelai perempuan.

Perbedaan lainnya adalah penentuan syarat dengan mempelai laki-laki. Di
dalam mazhab Hanbali, ayah dapat membuat syarat bahwa sebagian mahar milik
ayah atau seluruhnya menjadi milik ayah. Adapun di dalam masyarakat Gampong
Paloh Tinggi, ayah tidak memiliki otoritas.dan kewenangan dalam membuat suatu
syarat agar mahar itu sebagian apalagi seluruhnya menjadi milik ayah. Berikut ini
dapat disajikan tabel aspek relevansi sekaligus aspek perbedaan antara norma figh
dalam mazhabHanbali dengan praktik sosial pengambilan dan penggunaan mahar
di Gampong Paloh Tinggi:

Tabel 4.3. Aspek Relevansi/Kesesuaian
Masyarakat Gampong Paloh

No. Aspek Mazhab Hanbalt

Tinggi

Penggunaan Ayah boleh mengambil Ayah mengambil sebagian mahar
1  mahar oleh mahar untuk keperluan untuk biaya pesta, kenduri, atau

ayah/orang tua pribadi atau keluarga. kebutuhan keluarga.

Pemaknaan Mahar dianggap bagian dari Penggunaan mahar oleh ayah
2 kontribusi anak  usaha anak yangboleh dianggap sebagai bentuk kebiasaan

atasorang tua  dimanfaatkan oleh ayah. di-dalam masyarakat.

Kebiasaan Diakui secara fikih sebagai Diakui secara adat sebagai bagian
3 pengambilan bagian dari hak'ayah dalam dari kesepakatan keluarga dan nilai

mahar akad nikah. kebersamaan.

Sumber: Data Dioleh dari Kajian Literatur,dan. Hasil Wawancara, 2025.

Tabel 4.4. Aspek Perbedaan
Masyarakat Gampong Paloh

No. Aspek Mazhab Hanbaii o
Tinggi
. Ayah memiliki hak Ayah hanya mengambil mahar
1 OIS Sl mengambil mahar tanpa setelah ada kesepakatan dan
atas mahar .
persetujuan anak perempuan.  musyawarah dengan anak.
Penetapan Ayah dapat mensyaratkan Ayah tidak memiliki kewenangan
2  syarat dalam sebagian atau seluruh mahar ~ menetapkan syarat agar mahar
akad nikah menjadi miliknya secara sah.  menjadi miliknya.
Kekuatan .
Berdasarkan konstruksi . .
3 hukum _ hukum normatif fikih dan sah Berdasarkan pral_<t|k sosial dan adat,
pengambilan bukan konstruksi hukum formal.

secara akad.
mahar

Sumber: Data Dioleh dari Kajian Literatur dan Hasil Wawancara, 2025.
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Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa aspek nilai hukum
yang menjadi produk fikih klasik dapat berinteraksi secara dinamis dengan adat
lokal. Dalam Mazhab Hanbali, pengambilan mahar oleh ayah tidak hanya boleh
secara hukum, tetapi juga dapat menjadi bagian dari struktur akad dan syarat pada
saat perkawinan, dan nilai hukumnya sah. Di dalam masyarakat Gampong Paloh
Tinggi, meskipun tidak semua pengambilan mahar dilakukan dengan dasar fikih,
praktik tersebut tetap mencerminkan.nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip fikih
Hanbali terutama dalam pengambilan dan penggunaan mahar oleh ayat atau orang
tua. Titik temu antara dua konstruksi hukum memperlihatkan bahwa hukum Islam
tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan konteks sosial selama
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penting dicatat baik dalam fikih Hanbali serta praktik lokal, pengambilan
mahar oleh ayah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau merugikan
anak perempuan. Dalam Mazhab Hanbali, sebagian ulama seperti Ibn Muflih dan
Al-Hujawi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu memberikan batas melalui
pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu dengan‘mempertimbangkan aspek nilai
keadilan dan‘tidak mengabaikan hak-hak anak perempuan yang menikah. Mereka
menekankan bahwa hak ayah. terkait:maharbukanlah hak mutlak, melainkan hak
yang dibatasi oleh prinsip keadilan. serta_perlindungan hak anak. Dalam konteks
Gampong Paloh Tinggi, meskipun pengambilan mahar oleh ayah dianggap wajar,
terdapat kesadaran bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan persetujuan dan
kerelaan anak perempuan, dan-agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan
dalam rumah tangga.

Data penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik adanya orang tua
atau ayah mengambil mahar anak di Gampong Paloh Tinggi tidak bisa dilepaskan
dari aspek nilai hukum syarak. Di dalam konteks fikih, memang masih ditemukan
berbagai perspektif mengenai hukum bapak mengambil mahar anak. Ada ulama
yang membolehkan dan ada ulama yang melarang. Karena itu, untuk memahami

nilai hukum dari praktik pengambilan mahar anak di Gampong Paloh Tinggi juga
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tentunya disesuaikan dengan sudut pandang ulama mazhab mana yang digunakan.
Sekiranya mengikut ulama yang membolehkan orang tua/ayah mengambil mahar,
misalnya Ulama Hanbali, maka tindakan orang tua/ayah sebagaimana yang terjadi
di Gampong Paloh Tinggi dapat diterima. Namun sekiranya merujuk pada jumhur
ulama, yaitu ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Malik1 dan di kalangan Syafi’1,
maka tindakan orang tua/ayah sebagaimana terjadi Gampong Paloh Tinggi justru
tidak dapat diterima secara hukum. Oleh sebab itu permasalahan ini menimbulkan
problematik secara hukum;karena dari perspektif fukaha masih terjadi perbedaan
yang cukup kuat mengenai boleh tidaknya seorang ayah mengambil mahar anak
perempuannya: Masyarakat di Gampong Paloh Tinggi tampak mengikuti mazhab
Hanbali kareéna sudah diketahui secara umum bahwa orang tua boleh meminta, di
dalam kasus tertentu seperti tersebut sebelumnya digunakan untuk membayarkan
utang orang tua anak perempuan, kemudian digunakan untuk pesta acara nikah,
atau pesta lainnya. Hal'ini sama dengan pendapat mazhab Hanbali, akan tetapi ini
berbeda dengan mazhab Syafi’1 yang.melarang orang tua menggunakan maupun
menggunakan mahar anak perempuannya.

Bagipeneliti, berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat Alquran serta
hadis Nabi Muhammad Saw, mahar adalah hak penuh dari mempelai perempuan.
Misalnya, dalam QS. Al-Nisa’ ayat 4 sebagaimana telah dikutip sebelumnya yang
intinya menyebutkan:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahf) sebagai pemberian
yang penuh kerelaan....

QS. Al-Nisa’ ayat 24-25 yang juga telah dikutip di awal menyebutkan:

iﬁ)fﬂﬂf R asly ey, L OV O
....berikan pada mereka imbalannya (maharnya) sebatjai suatu kewajiban...
...berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas....

Ayat di atas mengindikasi adanya kewajiban laki-laki memberikan mahar

kepada perempuan dan seluruhnya memuat informasi yang memberi indikasi kuat
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bahwa mahar ialah hak penuh bagi mempelai perempuan. Sebagai satu hak, maka
mempelai perempuan berhak untuk menggunakan haknya itu baik menggadaikan,
menjual, memberi pinjaman pada orang terhadap mahar yang sudah dimilikinya,
menghibahkan, menyewakan dan juga tindakan (tasarruf) lainnya sepanjang tidak
menyalahi syariat Islam.

Secara logis, munculnya hukumnya mahar sebab adanya pernikahan yang
dilaksanakan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Bahkan, banyak
riwayat hadis yang memberikan indikasi informasi-bahwa mahar adalah hak dari
perempuan. Misalnya, ‘dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahl, yang memuat
informasi bahwa mahar perempuan berupa pakaian yang dapat dikenakannya dan

berupa hafalan Alquran:
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Dari Sahl bin Sa’d ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan
berkata bahwasanya, ta telan menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-
Nya Saw. Maka beliau bersabda: Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu.
Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: Nikahkanlah aku dengannya. Beliau
bersabda: Berikanlah..mahar (berupa) pakaian padanya. Laki-laki itu
berkata: Aku tidak punya. Beliaubersabda kembali: Berikanlah meskipun
hanya berupa-cinecin-besi.- Ternyata-ia-pun-tak-punya. Kemudian beliau
bertanya: Apakah kamu memiliki hafalan Alquran? Lelaki itu menjawab,
Ya, surat ini dan ini. Maka beliau bersabda: Aku telah menikahkanmu
dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Alquran mu. (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw secara tegas menyebutkan adanya laki-
laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, dan Nabi Muhammad Saw
memerintahkannya untuk memberi mahar berupa pakaian. Karena pakaian tidak

ada, maka maharnya diganti dengan hafalan Alquran yang dimiliki laki-laki untuk

132 Ab1 *Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Sakih Al-Bukhari (Riyad: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), him. 331.
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kemudian diajarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Di sini, cukup
jelas bahwa mahar itu menjadi hak dan ditujukan untuk perempuan, bukan kepada
orang tua atau wali.

Menimbang informasi yang dimuat dalam Alquran dan hadis sebelumnya,
dan pendapat jumhur ulama, maka dapat dipahami bahwa seorang ayah atau orang
tua tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan mahar anaknya,

baik untuk keperluan pesta perkawi bayar utang orang tua ataupun untuk

keperluan lainnya.

AR-RANIRY



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab terdahulu, maka
dapat dikemukakan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama kalangan mazhab Hanbali membolehkan seorang ayah mengambil
sebagian ataupun seluruh mahar anak.perempuannya, bahkan mereka juga
membolehkan seorang ayah mensyaratkan hal tersebut dalam akad nikah,
selama tidak-merugikan anak dan dilakukan dengan-niat kepemilikan yang
sah. Pendapat ini berlandaskan kepada metode bayani dengan pemahaman
literal terhadap hadis-hadis yang menunjukkan hak ayah atas harta anak,
termasuk mahar.

2. Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten
Pidie memandang hahwa mahar sebagai hak milik mempelai perempuan,
namun secara sosial ayah atau orang tua dapat mengambil sebagian mahar
untuk keperluan keluarga seperti biaya pesta; kenduri tujuh bulanan, atau
dalam beberapa kasus diambil dan digunakan membayar utang orang tua,
dengan syarat ada kesepakatan dan musyawarah dengan anak perempuan.

3. Terdapat relevansi antara-pandangan-ulama Mazhab Hanbali dan praktik
masyarakat Gampong Paloh: Tinggirdizdalam hal pengambilan mahar oleh
ayah. Maknanya, mahar itu dapat digunakan dan diambil untuk keperluan
lain selain keperluan mempelai perempuan semata. Namun demikian, ada
perbedaan mendasar terletak pada kekuatan otoritas di dalam pengambilan
mahar. Dalam fikih mazhab Hanbali, ayah dapat mengambil mahar tanpa
persetujuan anak, sedangkan dalam masyarakat lokal, pengambilan mahar

dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan anak perempuan.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, dapat dijelaskan tiga saran sebagai rekomendasi
dalam penelitian ini.

1. Perlu ada edukasi fikih yang menekankan batasan-batasan hak ayah dalam
pengambilan mahar, agar tidak disalahgunakan secara sepihak dan tetap
menjamin keadilan serta perlindungan hak anak perempuan sesuai dengan
tujuan pemberian mahar dalam syariat Islam.

2. Disarankan agar_praktik pengambilan mahar oleh orang tua dilakukan
secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang adil, serta disertai
pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan agar tidak
terjadi subordinasi atau ketimpangan dalam relasi keluarga.

3.Perlu dilakukan integrasi antara fikih dan nilai-nilai lokal melalui
pendekatan edukatif dan kontekstual, agar hukum Islam dapat diterapkan
secara adil dan sesuai dengan realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip

keadilan, hak perempuan, dan-nilai kekeluargaan.
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DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Keuchik
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#Extrakan H‘a

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
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Wawancara dengan Masyarakat
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